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Roy Natsir. NIM E111 08 280. Kekuatan Politik Danny Pomanto dan
Syamsu Rizal Dalam Pemiliham Walikota Makassar Tahun 2013.
Dibawah bimbingan Prof. Dr. Armin, M.Si dan A. Ali Armunanto, S.IP,
M,Si
Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu
golongan dalam mencapai/mempertahankan tujuannya, gerakan tersebut
dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan
menerapkan nilai – nilai liberalisme. Kekuatan politik merupakan
aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan peranan
dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses
pengambilan keputusan politik. Kekuatan-kekuatan politik berperan
sebagai penopang sistem politik melalui pengaruh terhadap
pemerintahan. Kekuatan-kekuatan politik suatu negara berbeda dengan
kekuatan politik negara lain, tergantung corak sistem politik yang
digunakan. Secara lugas dapat dikatakan bahwa kekuatan politik
tersentral di fungsi input oleh infrastruktur, maka kekuatan politik ini dapat
berupa kekuatan formal dan non formal. Kekuatan politik Indonesia
merupakan suatu daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga di Indonesia
dalam bidang politik.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
kekuatan politik Danny Pomanto dan Syamsu Rizal dalam pemilihan
Walikota Makassar tahun 2013. Penulis juga melakukan penelitian studi
kasus dengan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan
dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap memahami
kekuatan politik Danny Pomanto dan Syamsu Rizal dalam pemilihan
Walikota Makassar. serta melengkapinya dengan beberapa referensi
tertulis seperti buku, koran, internet dan lain-lain.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kekuatan politik
yang mendukung proses pemenangan pasangan Danny Pomanto dan
Syamsu Rizal yaitu aktor politik, partai politik, birokrasi dan media massa.
Abstraction
Roy Natsir. NIME11108 280. Political Power of Danny Pomanto and
Syamsu Rizal in Makassar Mayor Election in 2013.Under the guidance
of Prof. Dr.Armin, M.Si and A.Ali Armunanto, S. IP, M.Si.
The political power of a movement performed by a group in
achieving / maintaining its goal, the movement can be either conservative
movement and the progressive movement by applying the value - the
value of liberalism. Political power are political actors and institutions that
play a role in political life that aims to influence political decision-making
process. Political power act as a support system through influence on
government policy. Political strength of a country different from other
countries with political power, depending on the style used political
system. Have succinctly argued that centralized political power in the input
function by the infrastructure, then this can be a political force strength of
formal and non-formal. Indonesian political force is a force which is owned
by institutions in Indonesia in the field of politics. 
This study aims to describe and analyze political power and Danny
Pomanto Syamsu Rizal in Makassar mayor election in 2013. The author
also did a case study on the basis of qualitative research. Data were
collected by interviewing key informants who understand the political
power and Danny Pomanto Syamsu Rizal in the election of Mayor of
Makassar. and equip it with some written references such as books,
newspapers, internet and others. 
The results showed that there are some political power who support
the winning couple Danny Pomanto and Syamsu Rizal that political actors,
political parties, bureaucracy and mass media. In this research shows how
the role of political actors and political parties in influencing the process of
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Perubahan sistem politik dari orde baru ke orde reformasi saat ini
secara langsung membawa perubahan besar dalam kehidupan
perpolitikan di Indonesia yang semakin kian terbuka dan
transparan.Setelah orde baru tumbang, kini Indonesia secara dramatis
telah melangkah ke tahapan institusionalisasi demokrasi,
perubahan-perubahan penting telah banyak terjadi seperti dari segi
pranata, legal dan institusional.Kita telah melaksanakan pemilu legislatif
dan pemilihan presiden secara langsung, suatu ritual demokrasi dimana
partisipasi rakyat dibutuhkan dapat diinstitusinalisasi secara berkala dan
regular. 
Kini partai dibebaskan untuk berdiri, dimana liberalisasi politik
berpuncak pada multi partai yang luar biasa besar dan banyaknya.Kondisi
ini dapat pula dikatakan sebagai point of return. Sejauh kita bertekad
untuk meneruskan mekanisme politik secara legal dan konstitusional,
maka undang-undang dasar 1945 menjamin proses itu berlangsung terus
menerus.
Hakikat berdemokrasi pada prinsipnya terletak pada implementasi
kedaulatan rakyat, dimana rakyat memegang 
kedaulatan sepenuhnya, melalui pemilu rakyatlah berdaulat dan berkuasa
untuk menentukan bakal pemimpin masa depan. Pemilihan umum atau
pemilu termasuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara
langsung yang santer disebut pemilukada adalah ajang penyaluran
aspirasi politik masyarakat lokal untuk memilih pemimpin didaerahnya
yang memiliki integritas pribadi yang baik dan jujur, sehingga
pemerintahan dapat berjalan lancar.  
Pemilihan Umum adalah suatu kegiatan politik baik untuk memilih
atau menentukan orang-orang yang duduk di dewan legislatif maupun
eksekutif. Pemilihan umum juga masih diyakini sebagai cara terbaik untuk
memilih pejabat publik. Selain itu penyelengaraan pemilihan umum dapat
dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai barometer
dari kehidupan demokrasi, terutama di negara-negara Barat. Sesuai
dengan perkembangan demokrasi, pemilihan umum sekarang telah
meluas tidak sekedar milik Eropa dan Amerika Utara. Pada tahun 1975
hanya 33 negara di dunia yang tidak menyelenggarakan pemilihan umum
untuk memilih para pemimpinnya. Namun bagi kebanyakan negara,
pertanyaan yang lebih penting adalah, pemilihan umum macam apa yang
seharusnya dilaksanakan? (Kavanagh, 2000: 284). Adapun fungsi-fungsi
adanya pemilihan umum, menurut Rose dan Mossawir (1967), antara lain;
(1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung; (2)
sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3)
barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; (4) sarana rekrutmen
politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap
tuntutan rakyat. Sedangkan jika dilihat dari unsup-unsur yang diperlukan
dalam pemilihan umum, yakni: Kesatu, adalah obyek pemilu, yaitu
warganegara yang memilih pemimpinnya. Kedua, adalah system
kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik
suara dan elite atau para pejabat publik. Ketiga, adalah sistem pemilihan
(electoral system) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi
jabatan di parlemen ataupun pemerintahan (Lipset dan Rokkan, 1967). 
Dilihat dari bentuknya sistem pemilihan umum ini terdapat
beberapa macam. Ada bentuk pemilihan sistem distrik yang didasarkan
atas satu kesatuan geografis. Di luar itu juga menurut Kavanagh (2000:
284), terdiri dari banyak variasi. Pertama, system mayoritas absolut
(misalnya Prancis) di mana pemenang harus memperoleh
sekurangkurangnya separuh dari total suara. Kedua, sistem pluraalis
(dipraktekkan di sebagaian besar negara berbahasa Inggeris) dengan
berbagai tingkatan proporsionalitas, mulai dari representasi proporsi murni
(misalnya Belanda) di mana 0,67 persen dari total suara dapat memberi
sebuah kursi di parlemen bagi sebuah kelompok, hingga ke sistem yang
memadukan berbagai mekanisme seperti di Jerman (separuh kursi di
parlemen diberikan kepada pihak yang memperoleh suara terbanyak,
sedangkan sisanya dibagi-bagi untuk setiap pihak yang memperoleh 5
persen suara).
Pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu parameter bagi
sebuah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam
menyelenggarakan pemilu, suatu negara demokratis seperti Indonesia,
akan menyelenggarakan pemilu selama dua kali, pertama adalah untuk
memilih anggota legislatif yang akan duduk sebagai wakil rakyat di
parlemen, dan kedua adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
yang duduk sebagai eksekutif semacam ini juga berlaku hingga di tingkat
daerah, yaitu dengan memilih kepala daerah yang meliputi pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, pemilihan Bupati/Wakil Bupati, serta pemilihan
Walikota/Wakil Walikota. 
Dalam menghadapi pemilu seperti pemilihan walikota banyak
faktor yang harus menjadi fokus para kandidat peserta pemilihan walikota
ini, diantaranya adalah menciptakan kekuatan politik. Kekuatan politik
memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena
proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi
sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena
itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung
pada kualitas kekuatan politik. Keberhasilan dalam membentuk kekuatan
politik dapat dilihat dari kemampuan aktor tersebut melaksanakan
fungsinya.  
Kekuatan politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan
untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan
program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang
digunakan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan
dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.
Agar memperoleh eksistensi dalam sistem politik, aktor politik harus
bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari
masyarakat dan mendapat kekuasaan.
Kekuatan politik di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam
membangun dan memberikan corak pada sistem politik Indonesia. Dalam
perkembangan sistem politik Indonesia, telah banyak bermunculan
aktor maupun lembaga-lembaga yang menjadi kekuatan politik Indonesia.
Aktor maupun lembaga yang telah menjelma menjadi kekuatan politik
tidak lain merupakan tonggak perjuangan bagi pembangunan politik di
Indonesia. 
Masyarakat Kota Makassar kembali melaksanakan pesta
demokrasi yaitu pemilihan Walikota Periode 2014-2019. Pemilihan
pemimpin di kota Makassar ini telah dilaksanakan pada tanggal 18
September 2013. Dalam kegiatan akbar tersebut, telah banyak bakal
calon (balon) walikota yang bertarung memperebutkan kursi panas,
sebagai orang nomor satu di kota dengan julukan Angin Mamiri ini.
Berdasarkan survei serta kesiapan masing-masing calon walikota yang
akan bertarung, telah tercatat 10 calon telah siap mencari dukungan serta
simpati dari masyarakat bagi kota yang menjadi pusat pemerintahan
Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai ibukota provinsi.  
Sepuluh calon yang  bertarung pada 18 September yakni Apiyati
K Amin Syam-Zulkfli Gani Ottoh diusung 21 Partai politik non parlemen,
kemudian empat calon perseorangan yakni, Herman Handoko-Abdul Latif
AA Bafadhal, Rusdin Abdullah-Idris Patarai, Erwin Kallo-Hasbi Ali serta Hj
Sitti Muhyina Soefian-Muhammad Syaiful Saleh. Sedangkan jalur partai
politik, HM Adil Patu-M Isradi Zainal diusung Partai Demokrasi
Kebangsaan (PDK) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Selanjutnya pasangan Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah diusung Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Pasangan lainnya yakni Mohammad Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal MI
diusung Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan
pasangan lainnya yakni Supomo Guntur-Kadir Halid diusung Partai Golkar
dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sementara
pasangan Tamsil Linrung-Das’ad Latif diusung Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Hanura
Dari sekian banyak calon walikota yang bertarung
memperebutkan kursi kepemimpinan bagi kota yang terkenal dengan
Pantai Losari ini, nama Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto atau yang
lebih akrab disapa Danny Pomanto yang berlatar belakang seorang
mantan dosen arsitektur Univesitas Hasanuddin Makassar dan seorang
arsitek profesional, sementara pasangannya yaitu Syamsu Rizal atau
lebih dikenal dengan sapaan Deng Ical adalah seorang dari kalangan
akademisi dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Makassar periode 2004-2009. Danny Pomanto dan Syamsu
Rizal juga merupakan sosok yang merakyat, serta mempunyai basis
pendukung yang jelas, dan simpatisan yang datang dari akar rumput,
yang tentunya berbeda dengan para calon yang lain. Tim pendukung
yang dibentuk oleh Danny Pomanto dan Syamsu Rizal diantaranya
adalah Batuputih Syndicate, Ana’ Lorongna Community, Sobat Muda DIA,
dan beberapa komunitas lain yang menjadi tim relawan. Dengan
pengalaman politik yang dimiliki tentu ini menjadi modal bagi kedua
pasangan ini untuk maju dalam pemilihan Walikota Makassar tahun 2013.
Pasangan Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto dan Syamsu
Rizal resmi diusung oleh Partai Demokrat pada pemilihan Walikota dan
Wakil Wali Kota Makassar periode 2014-2019. Pasangan dengan tagline
DIA ini menerima langsung rekomendasi tersebut dari Ketua DPD
Demokrat Makassar, Ady Rasyid Ali (ARA), di Sekretariat DPD Demokrat
Sulsel, Jl Pengayoman, Makassar.
Hal yang menarik dari pencalonan Danny-Ical ini adalah mereka
berdua ( Danny Pomanto dan Syamsu Rizal) bukan merupakan kader
murni dari Partai Demokrat maupun Partai Bulan Bintang yang menjadi
partai pengusung mereka. Hal ini sempat menjadi konflik dalam partai
Demokrat dimana rekomendasi pencalonan Danny Pomanto dan Syamsu
Rizal dikeluarkan langsung oleh Ilham Arief Sirajuddin.
Rekomendasi yang ditandatangani Ketua Harian DPP Demokrat
Syarief Hasan dan Sekretaris Jenderal Edhy Baskoro itu awalnya
dipegang oleh Ketua DPD Demokrat Sulsel Ilham Arief Sirajudddin.
Setelah itu diserahkan kepada Ketua DPC Demokrat Makassar Ady
Rasyid Ali dan langsung diserahkan kepada Danny-Ical (DIA). 
Penyerahan rekomendasi dari Ady Rasyid Ali kepada paket DIA
menghapus spekulasi tentang perpecahan kader Demokrat jelang Pilwali.
Pasalnya, Ady Rasyid Ali sebelumnya juga pernah mengajukan dirinya
untuk maju dengan diusung oleh Partai Demokrat di Pemilihan Walikota
Makassar.
Dalam menghadapi pemilihan walikota ini tentu partai politik
merupakan kendaraan politik untuk menciptakan kekuatan politik dan
memperoleh mandat dari rakyat untuk menjadi wakilnya di pemilihan
walikota. Sebuah Partai politik tidak hanya dikelola oleh satu orang karena
partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara
stabil dengan tujuan  merebut atau mempertahankan kekuasaan.
Keberhasilan sebuah partai politik terletak bagaimana mekanisme internal
partai tersebut.
Tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan membuat
partai politik berupaya memanfaatkan segala bentuk sumber daya yang
dimilikinya. Baik itu berupa sumber daya manusia serta sumber daya
materil. Bisa dikatakan salah satu potensi yang menentukan atau
menjamin keberlangsungan hidup partai adalah kemampuan mengelola
sumber daya yang dimilikinya.
Berdasarkan uraian di atas, khususnya menyangkut eksistensi
aktor politik, yang merupakan salah satu bentuk proses politik, maka
penulis memilih alasan tersebut untuk membahas lebih detail lagi
mengenai kekuatan politik yang dimiliki oleh Danny Pomanto dan Syamsu
Rizal dalam Pilwalkot 2013 ini. Sangat tentu untuk memenangkan
pertarungan di Pilwalkot ini yang menjadi factor yang menentukan adalah
seberapa besar dan kuat kekuatan politik untuk membentuk jaringan
politik. Maka dari itu penulis mengambil judul : Kekuatan Politik Danny
Pomanto dan Syamsu Rizal Dalam Pemilihan Walikota Makassar
tahun 2013.
B. Rumusan Masalah
Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti
mengenai” Kekuatan Politik Danny Pomanto Dalam Pilwalkot 2013 di
Kota Makassar ” maka penulis membatasinya pada persoalan sebagai
berikut : 
1. Kekuatan politik apa saja yang mendukung Danny Pomanto dan
Syamsu Rizal dalam pemenangan pemilihan Walikota Makassar
tahun 2013?
2. Bagaimana peran aktor politik dan partai politik mempengaruhi
kemenangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal dalam pemilihan
walikota Makassar.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian :
Mendeskripsikan dan menganalisis kekuatan politik Danny
Pomanto dan Syamsu Rizal dalam Pilwalkot 2013 di kota Makassar.
2.  Manfaat Penelitian 
Manfaat Teoritis : 
b. Menunjukan secara ilmiah mengenai kekuatan politik dalam
pilwalkot 2013. 
c. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian
ilmu politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya
politik kontemporer.
Manfaat Praktis : 
a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang
berminat dalam memahami realitas partai politik dan
pemilu. 
b. Memberikan informasi tentang Kekuatan Politik Danny
Pomanto dan Syamsu Rizal dalam pilwalkot 2013. 




Dalam bab ini yang akan dibahas ada dua aspek yaitu: Konsep
Kekuatan Politk (Formal dan Non Formal) dan Konsep Jaringan Politik.
Keduanya akan diuraikan lebih  lanjut dalam pembahasan di BAB ini.
A. Konsep Kekuatan Politik
Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu
golongan dalam mencapai/mempertahankan tujuannya, gerakan tersebut
dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan
menerapkan nilai – nilai liberalisme. Teori kekuatan politiklah yang
kemudian mendukung saya dalam menajabarkan lebih jauh mengenai
Danny Pomanto dan Syamsu Rizal.
Kekuatan-kekuatan politik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah
bertitik tolak dari analisis sistem politik (teori struktur-fungsi) yang
dikemukakan oleh Gabriel A. Almond, bahwa dalam sistem politik,
terdapat struktur-struktur politik atau lembaga-lembaga politik yang
mempunyai fungsi-fungsi tertentu demi berjalannya proses politik.
Bagaimanakah  proses politik itu dapat berlangsung dengan baik, dapat
dipahami jika kita melihatnya dari perspektif teoritis sistem politik suatu
negara, yakni dengan cara melakukan pendekatan yang disebut dengan
“teori struktural fungsional. Teori ini bertitik tolak dari asumsi dasar, bahwa
dalam sistem politik terdapat fungsi-fungsi yang harus ada demi
kelangsungan hidup sistem politik itu sendiri. Pendekatan teoritis ini
memusatkan perhatian pada usaha-usaha menemukan beberapa fungsi
politik yang ada dalam sistem politik . Selanjutnya telaah struktur politik
apa yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut.
Fungsi-fungsi yang dimaksudkan dalam sistem politik adalah input
dan fungsi output. Studi ini memusatkan perhatian pada fungsi input yang
terdapat di dalam struktur politik (infrastruktur politik )  seperti misalnya
partai politik, kelompok-kelompok kepentingan lainnya, dilihat sebagai
kekuatan- kekuatan politik menjadi ukuran dalam sistem politik. Struktur
politik pada umumnya terkait erat dengan sistem politik. Dalam konteks
ini, sistem politik dalam artian yang luas diibaratkan sebagai sebagai
sebuah rumah yang menaungi berbagai lembaga dan menjalankan 
fungsi-fungsi politik dalam suatu negara.
Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun
lembaga-lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan
politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan
keputusan politik. Kekuatan-kekuatan politik berperan sebagai penopang
sistem politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan.
Kekuatan-kekuatan politik suatu negara berbeda dengan kekuatan politik
negara lain, tergantung corak sistem politik yang digunakan. Secara lugas
dapat dikatakan bahwa kekuatan politik tersentral di fungsi input oleh
infrastruktur, maka kekuatan politik ini dapat berupa kekuatan formal dan
non formal. Kekuatan politik Indonesia merupakan suatu daya yang
dimiliki oleh lembaga-lembaga di Indonesia dalam bidang politik. 
Teori kekuatan politik terbagi menjadi dua yaitu teori kekuatan
politik patriarchaal dan patrimonial, yaitu adanya kelompok berkedudukan
yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat, di dalam teori kekuatan
politik patriarchal menunjukkan bahwa pemerintah dalam suatu daerah
merupakan orang yang kuat dalam arti berpengaruh karena berjasa
dalam sikap bagi semua warganya. Sedangkan teori kekuatan patrimonial
adalah berdasarkan kepemilikan, bahwasannya seseorang atau kelompok
tertentu yang memiliki kekuatan yang akan menduduki kekuasaan.
Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan fisik, materi maupun politik. 
Dalam konteks ini penulis memfokuskan fenomena yang penulis ajukan
pada konsep kekuatan politik. 
Kekuatan politik dimanapun di atas dunia selalu mencerminkan
masalah-masalah mendalam kesejarahan dan struktural di mana
kekuatan-kekuatan politik itu tumbuh, berkembang dan melakukan
peranan. Menurut Hannah Arendt, kekuatan (strength) merupakan sifat
atau karakter yang di miliki setiap individu. Pada hakikatnya kekuatan
berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara
individu terkait dengan orang lain. Karena itu, kekuatan dapat
dipengaruhi. Individu yang sangat kuat pun dapat terpengaruh. Pengaruh
yang masuk terkadang tampak seperti ingin memperkuat individu yang
bersangkutan, namun sesungguhnya memiliki potensi melakukan
pengrusakan terhadap kekuatan.
a) Fungsi Kekuatan Politik
Proses kekuatan politik dapat berlangsung dengan baik,
dapat dipahami jika kita melihat dari persfektif teoritis system politik
seuatu negara yakni dengan cara melakukan pendekatan yang
disebut “teori structural fungsional”. Teori ini bertitik tolak dari 
asumsi dasar, bahwa dalam system politik terdapat fungsi-fungsi
yang haru ada demi kelangsungan kekuatan politik itu sendiri.
Fungi-fungsi yang dimaksudkan dalam system politik itu adalah
fungsi input dan fungsi output.  Studi ini memusatkan perhatian
pada fungsi input yang terdapat di dalam struktur politik
(infrastrukur politik) seperti misalnya partai politik,
kelompok-kelompok kepentingan dilihat sebagai kekuatan
–kekuatan politik menjadi ukuran dalam system politik.
b) Jenis Kekuatan Politik Di Indonesia
Pada dasarnya, banyak aspek potensial
tertranformasikannya menjadi kekuatan poltik sebagaimana yang
dikatakan oleh Bachiat Effendy yakni:
b. Kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam
partai-partai politik & militer
c. Sementara yang diartikan dengan kekuatan politik yang non-formal
adalah merupakan bagian dari bangunan civil society, dalam hal ini
dapat dimasukkan : dunia usaha, kelompok professional dan kelas
menengah, pemimpin agama, kalangan cerdik (intelektual,
lembaga-lembaga (pranata-pranata masyarakat),  & media massa.
C.1. Aktor Politik Sebagai Kekuatan Politik
. Aktor berasal dari kata kerja bahasa Latin agere, yang berarti
“berbuat, melakukan”. orang yang menumbuhkan, orang yang meletakkan
dasar, perintis, pencipta, pengarang. Auctor merupakan asal-usul untuk
kata Inggris author yang kita kenal dalam arti “pengarang” atau “penulis”.
Aktor mempunyai arti lebih luas; pembuat atau pelaku. Aktor politik 
berarti pelaku yang mempunyai kekuasan dalam sistem politik. Berbicara
mengenai politik tidak terlepas dari para Aktor. Aktor didefinisikan sebagai
mereka yang berhubungan dengan, atau memiliki, posisi penting. Aktor
politik adalah manusia terpilih (the chosen people). Mereka adalah pribadi
unggul yang mempunyai hati nurani, kecerdasan, dan kedewasaan yang
akan membimbing warga negaranya menjadi lebih maju dan mandiri.
Aktor berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang
berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Disini peran aktor
adalah bagaimana mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar
kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan aktor dan bukan
kepentingan publik. Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil
orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran
mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa
menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang, terbaik.
Mereka yang dikenal sebagai aktor. Aktor merupakan orang-orang yang
berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan
masyarakat.
Masyarakat terdiri dari 2 kelas: (1) lapisan atas, yaitu aktor yang
terbagi ke dalam aktor yang memerintah dan aktor yang tidak memerintah
(non-governing elite), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non aktor.
Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada aktor yang
memerintah. Salah satu aspek yang dikaji dalam sistem politik atau
kehidupan bernegara adalah masyarakat. Masyarakat dibagi atas dua
kelas yaitu (1) Kelas Masyarakat aktor dan (2) Kelas Masyarakat Non
aktor atau masyarakat pada umumnya. Kelas Masyarakat aktor
dibedakan atas aktor yang berkuasa dan aktor yang tidak berkuasa.
Menurut Laswell: aktor mencakup individu pemegang kekuasaan
dalam suatu bangunan politik. Aktor mencapai kedudukan dominan dalam
sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan,
kekayaan dan kehormatan. Sementara menurut Henri Comte Dasar
fundamental dari pendekatan aktor adalah masyarakat dianggap sebagai
suatu piramida dimana yang duduk dipuncaknya disebut aktor . Kelompok
aktor adalah suatu fenomena yang abadi akan selalu lahir dan tidak
mungkin tidak ada dalam suatu masyarakat.. Demikian juga dengan
pendapat Gaetano Mosca bahwa aktor merupakan kelompok kecil dari
warganegara yang berkuasa dalam sistem politik. Penguasa ini memiliki
kewenangan yang luas untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah
sistem politik. Secara operasional para aktor atau penguasa mendominasi
segi kehidupan dalam sistem politik. Penentuan kebijakan sangat
ditentukan oleh kelompok aktor politik.
Dalam mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kategori aktor
politik, maka terdapat tiga metode yakni;
1. Metode Posisi, aktor politik adalah mereka yang menduduki posisi
atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu
dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas
nama Negara. aktor ini jumlahnya ratusan mencakup para
pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, parpol, kelompok
kepentingan. Para elit politik ini setiap hari membuat keputusan
penting untuk melayani berjuta-juta rakyat.
2. Metode Reputasi, aktor politik ditentukan bedasarkan reputasi dan
kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan
kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak
pada kehidupan masyarakat.
3. Metode Pengaruh/Keputusan, aktor politik adalah orang-orang
yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan.
Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat
sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat
secara spontan mentaati para elit politik. Oleh karena itu orang
yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai
elit politik.
Ketiga metode penentuan aktor tersebut diakui dan dianut oleh
berbagai Negara. Namun ada negara yang dominan menggunakan
metode posisi atau metode reputasi. Disamping itu ada juga Negara yang
mengkombinasikan ketiga metode tersebut untuk memperoleh hasil yang
sesuai dalam mengkategorikan mereka yang tergolong sebagai elit politik.
Kiranya inilah yang menjadi perhatian utama Pareto. Pada bagian
lain ia juga mengemukakan tentang berbagai jenis pergantian antara
aktor, yaitu pergantian: (1) di antara kelompok-kelompok aktor yang
memerintah itu sendiri, dan (2) di antara aktor dengan penduduk lainnya.
Pergantian yang terakhir itu bisa berupa pemasukan: (a) individu-individu
dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok aktor yang sudah ada,
dan/atau (b) individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk
kelompok aktor baru dan masuk ke dalam suatu kearah perebutan
kekuasaan dengan aktor yang sudah ada. Tetapi apa sebenarnya yang
menyebabkan runtuhnya aktor yang memerintah, yang merusak
keseimbangan sosial, dan mendorong pergantian aktor. 
Kelas yang pertama, yang biasanya jumlahnya lebih sedikit,
memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati
keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Sementara
kelas yang kedua yang jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh
yang pertama, dalam masalah yang saat ini kurang lebih legal, terwakili
dan keras serta mensuplai kebutuhan kelas yang pertama, paling tidak
pada saat kemunculannya, dengan instrumen-instrumen yang penting
bagi vitalitas organisme politik." 
Karakteristik yang membedakan aktor adalah "kecakapan untuk
memimpin dan menjalankan kontrol politik", sekali kelas yang memerintah
tersebut kehilangan kecakapannya dan orang-orang di luar kelas tersebut
menunjukkan kecakapan yang lebih baik, maka terdapat segala
kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan
oleh kelas penguasa yang baru.
Pendekatan atau teori aktor, kesulitan berpusat pada kesulitan
dalam penentuan seluruh bidang aktor-aktor yang kita anggap paling tidak
sebagian merupakan instrumen dalam proses keputusan. Kita perlu
mempunyai garis pedoman yang akan memungkinkan kita untuk
memasukkan sejumlah orang atau tidak memasukkan orang lain, tetapi
garis-garis pedoman yang mungkin kita miliki tidak terlalu tepat. Kita dapat
mencoba menggunakan kedekatan (promity) adalah jelas tidak
mencukupi, kedekatan intelektual nampak sering sama pentingnya
dengan kedekatan fisik. Mempertimbangkannya dengan nama-nama
orang yang dihubungkan, ikatan keluarga, suku, atau agama misalnya
keanggotaan komite-komite yang ditentukan oleh peraturan-peraturan.
Membatasi seluruh bidang para aktor, peminta-peminat perilaku politik
diwajibkan untuk memperhitungkan faktor-faktor ini lebih sering secara
tepat merupakan struktur , lembaga-lembaga, prosedur-prosedur dan
kelompok sosial yang membentuk dan mengorganisasikan
hubungan-hubungan yang paling luas dalam masyarakat. 
Membahas siapakah aktor itu tentu tidak cukup, harus pula
mengatakan mengapa berbagai faktor sampai pada keputusan tertentu.
Hal ini terdapat pula ”a psychological assuption” (suatu asumsi psikologi)
yaitu bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh aktor biasanya mempunyai
pengaruh terhadap tindakan - tindakan orang lain, untuk mengatakan
bahwa aktor - aktor ikut serta melakukan peranan dalam pemenuhan
keputusan -keputusan maka hal tersebut merupakan untuk menyatakan
kebutuhan akan hubungan - hubungan antar perseorangan. Tidak
seorang pun yang menyangkal adanya asumsi psykologis ini sekalipun
kelompok Marxist, mereka tidak dapat meninggalkan peluang bagi
tindakan – tindakan individu. 
Mereka yang berfikir secara politik dapat menjelaskan keseluruhan
politik dengan menghubungkan setiap tindakan individu dengan kekuatan
- kekuatan yang lebih luas, pada akhirnya mereka akan menolak
eksistensi politik tetapi karena mereka lebih realistis mengakui bahwa
terdapat potensi bagi tindakan - tindakan individu dan kebiasaan –
kebiasaan individu dalam tindakan perorangan, yang menyebabkan satu
individu mengikuti individu lainnya, ”dipengaruhi” oleh individu yang ketiga
tau ”mendominasi” individu yang keempat, dan seterusnya. Mereka harus
memasuki lembaran yang kompleks dari pengaruh antar perorangan,
pengaruh tandingan tekanan dan tekanan tandingan.
Pembahasan mengenai siapa yang terlibat dalam proses kebijakan
publik menurut Anderson (1979), Lindblom (1980) maupun Lester dan
Joseph Stewart, Jr (2000) bahwa “aktor-aktor atau pemeran serta dalam
proses kebijakan publik dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni para
pemeran serta resmi (inside of government) dan para pemeran serta tidak
resmi (ourside of government)”. Yang termasuk ke dalam pemeran serta
resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif),
legislatif, dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok
pemeran serta tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan
(interest group), partai politik dan warga negara individu.
Namun menurut Moore ( dalam Badjuri dan Teguh Yuwono)
bahwa, “secara umum aktor ini dapat dikelompokkan dalam tiga domain
utama yaitu aktor publik, aktor privat dan aktor masyarakat (civil society)”.
Ketiga aktor ini saling berperan dalam sebuah proses penyusunan
kebijakan publik. 
Untuk di Indonesia aktor publik biasa disebut dengan aktor-aktor
lembaga eksekutif dan legislatif. Pada aspek aktor privat terdiri dari
pressure groups dan interest groups misalnya asosiasi kedokteran seperti
IDI, IDGI dan IAGI. Sedangkan pada aspek civil society meliputi banyak
pihak yang bersifat asosiasional maupun lingkup kecil misalnya lembaga
swadaya masyarakat (LSM), paguyuban dan kerukunan-kerukunan
kelompok masyarakat.
Jadi berdasarkan uraian di atas, maka aktor-aktor yang terlibat
dalam proses kebijakan publik adalah aktor inside of government dan
outside of government atau aktor publik, aktor privat dan aktor civil
society.
C.2. Partai Politik Sebagai Kekuatan Politik
Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta
atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai
politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota - anggotanya
mempunyai orientasi, nilai - nilai, dan cita - cita yang sama.  Partai politik
adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai
politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan
lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta
kepentingan berbagai kalangan masyarakat.
Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik  “sekelompok manusia
yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau
mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan
partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil
maupun materil kepada anggotanya”. Sedangkan menurut Giovanni
Sartori, partai politik adalah “ suatu kelompok politik yang mengikuti
pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan
calonnya untuk menduduki jabatan – jabatan. Menurut Ichlasul Amal
partai politik merupakan satu keharusan dalam kehidupan politik yang
modern dan demokratis. Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk
mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu,
memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta
menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah (legitimate)
dan damai.
Namun yang jelas tujuan keberadaan partai politik adalah sebagai
kendaraan mencapai kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan.
Kekuasaan menurut Robert M. MacIver adalah kemapuan seseorang atau
sekelompok orang untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik
secara langsung dengan cara memberi perintah, maupun tidak langsung
dengan menggunakan segala alat atau cara yang tersedia. Dengan
demikian kekuasaan yang ada pada partai politik menurut penulis adalah
sumber kekuatan politik yang dimiliki partai politk agar dapat
mengendalikan roda pemerintahan secara langsung dengan mengunakan
alat dan cara yang tersedia. Dalam hal ini adalah dukungan dari pemilih
sebagai basis legitimasi atau jaminan menjalankan kekuasaan.
Kuat atau lemahnya kekuasaan partai politik tersebut sebagai
kekuatan politik sangat bergantung pada jumlah dukungan yang diberikan
oleh rakyat kepada partai politik. Suara-suara para pemilih menjadi faktor
pendorong terselenggaraanya kebijakan-kebijakan bagi yang berkuasa.
Namun sumber kekuatan partai politik tidak hanya terletak pada jumlah
suara pemilih tetapi masih banyak lagi alat kekuasan sebagai posis tawa
yang dimiliki partai politik untuk mempengaruhi orang lain dan
mendapatkan kekuasaan agar kekuatan politiknya (bragaining) lebih kuat
dan stabil. Misal pertama, Kekayaan. Seorang politikus yang memiliki
sumber-sumber kekayaan, uang,tanah, perusahaan, media. Dan kedua,
relasi/jaringan sosial akan lebih mudah mendapatkan dukungan untuk
mendukung partai politiknya berkuasa. Apalagi bagi negara yang sudah
maju, didukung sumber daya manusia yang memadai. Kebebasan
bersaing bagi partai politk dengan kompetitornya hanya ada di negara
yang menganut sistem politik demokrasi.
Untuk mewujudkan kekuatan itu, partai politik diisi dengan
kader-kader yang militan dan struktur organisasi yang  hirarkis ketat
dipandang sebagai sarana yang tangguh. Selain itu organisasi yang
bernaung dibawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak
masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan
kepentingan secara menyeluruh. Kita dapat melihat disini bahwasannya
partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak
menjalankan kehendak eksekutif. Jadi yang dimaksudkan partai sebagai
kekuatan politik lebih berfungsi untuk mengendalikan semua aspek
kehidupan secara monolitik dan juga berperan untuk memaksa individu
agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan
kepentingan partai. Untuk bisa menjalankan itu dibutuhkan sebuah
indoktirinisasi dan juga melalui propaganda dari atas ke bawah.
Sebaliknya jika kita melihat partai sebagai kekuatan politik di
negara demokrasi hal itu sangat berbeda jauh dengan partai dalam
negara otoriter. Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan
fungsinya sesuai harkatnya, yakni menjadi wahana bagi negara untuk
berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan
memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Di negara
demokrasi cara yang digunakan partai politik untuk mendapatkan dan
memperhatakan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.
Apabila kekuasaan memerintah telah diperoleh, partai politik itu berperan
pula sebagai pembuat keputusan politik. Sedangkan pada partai politik
yang tidak mencapai mayoritas di badan perwakilan rakyat akan berperan
sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas atau berada dalam partai
oposisi.
Dari pernyataan diatas bahwasannya partai sebagai kekuatan
politik di negara demokrasi tidak hanya menguasai pemerintahan dan
mengendalikan masyarakat seperti penjelasan di dalam partai yang
berada pada negara otoriter, melainkan partai yang menjadi oposisi juga
bisa disebut dengan kekuatan politik apabila partai politik itu mempunyai
pengaruh dalam jalannya pemerintahan. Hal ini juga didukung dengan
sistem kepartain yang biasanya ada sebuah kompetisi dalam
memperebutkan kekuasan, yang dimaksudkan partai sebagai kekuatan
politik juga memiliki pengaruh terhadap jalannya pemerintahan dia bisa
juga mengawasi keputusan kebijakan apakah itu sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan
mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program–program yang
disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, partai politik
juga memiliki fungsi antara lain :
a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik,
partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang
memerintah dan yang diperintah. Menurut Signmund Neumann dalam
hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan
perantara besar yang menghubungkan kekuatan – kekuatan dan ideologi
sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya
dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.
b. Sebagai Sarana Sosialisai Politik
Fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra
(image) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan
lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi
manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan
menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Melalui
proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh
sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam
masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara
sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun
secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik
dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. 
c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader –
kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan
kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring
dan melatih calon – calon kader.
d. Partisipasi Politik
Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan
dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, partai
politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan
mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai
politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Partai
politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya
dalam sistem politik demokrasi dari pada dalam sistem politik totaliter
karena dalam sistem politik demokrasi mengharapkan ketaatan dari para
warga dari pada aktivitas mandiri.
e. Sebagai Sarana pengatur Konflik
Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia
yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, dan lain – lain.
Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai politik
melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik.
Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi
untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak
yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan
kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa
permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk
mendapatkan penyelesaian  berupa keputusan politik. Untuk mencapai
penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi
diantara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik.
Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (pressure
group) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa ini, kelompok
kepentingan (interest group). Partai politik bertujuan memperjuangkan
suatu kepentingan dalam skala yang luas melalui mekanisme pemilu,
sedangkan kelompok penekan atau kelompok kepentingan yang lain
seperti kelompok profesi, kelompok adat, organisasi kemasyarakatan
hanya mengejar kepentingan-kepentingan sesaat dalam ruang lingkup
yang lebih kecil serta melewati mekanisme politik formal seperti pemilu.
Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang
mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan
tertentu. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau
masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Contoh
persekutuan yang merupakan kelompok kepentingan, yaitu organisasi
massa, paguyuban alumni suatu sekolah, kelompok daerah asal, dan
paguyuban hobi tertentu.
Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu
“kepentingan” dengan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar
mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan
keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk
menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan
cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi
yang berwenang maupun menteri yang berwenang.
Kelompok-kelompok  kepentingan berbeda-beda antara lain dalam
hal struktur, gaya, sumber pembiayaan dan basis dukungannya.
Perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik, ekonomi,
dan social suatu bangsa. Walaupun kelompok-kelompok kepentingan
juga diorganisir berdasarkan keanggotaan, kesukuan, ras, etnis, agama
ataupun berdasarkan issue-issue kebijkasanaan, kelompok kepentingan
yang paling kuat, paling besar, dan secara financial paling mampu adalah
kelompok yang sehari-hari dan karier seoranglah yang paling cepat dan
paling langsung dipengaruhi oleh kebijaksanaan atau tindakan
pemerintah. Karena itu sebagian besar negara memiliki serikat buruh,
himpunan pengusaha, kelompok petani, dan persatuan-persatuan dokter,
advokat, insinyur dan guru.
Sementara kelompok penekan merupakan sekelompok manusia
yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau
kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar
keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Contohnya,
Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib Petani, dan Lembaga
Swadaya Masyarakat Penolong Korban Gempa. Pada mulanya, kegiatan
kelompok-kelompok ini biasa-biasa saja, namun perkembangan situasi
dan kondisi mengubahnya menjadi pressure group.
Menurut Dean Jaens Pressure group adalah sebuah organisasi
masyarakat yang formal yang berbagi satu atau beberapa kepentingan
atau tujuan atau perhatian dan berusaha untuk mempengaruhi arah
kebijakan publik untuk melindungi atau menyokong tujuan mereka
tersebut.
B. Konsep Jaringan Politik
Suatu jaringan politik merupakan suatu jaringan di mana
ikatan-ikatan politik yang menghubungkan satu aktor politik ke aktor politik
lain dalam jaringan politik itu adalah hubungan politik. Jaringan politik
dapat terdiri dari individu-individu, kelompok-kelompok, dan
organisasi-organisasi politik. Hubungan politik adalah interaksi politik yang
berkelanjutan sehingga satu sama lain terikat dengan seperangkat
harapan yang relatif bersifat stabil dari masing-masing lawan interaksinya.
Perilaku politik yang terwujud dari interaksi politik itu adalah sistematis.
Pengulangan perilaku politik dialami untuk hal-hal yang sama dalam
situasi yang sama sehingga suatu keteraturan juga terdapat. Hal ini berarti
bahwa perilaku politik itu dilakukan secara teratur.
Pakar analisis jaringan mengungkapkan dalam diri aktor yang
masuk dalam lingkup suatu kelompok mempengaruhi masyarakat dalam
setiap pola keteraturan sistemnya, dan harus memiliki keterikatan pola
penyesuaian yang tepat dan mempelajarinya. Setelah menjelaskan apa
yang menjadi buktian sasaran perhatiannya, teori jaringan lalu
menjelaskan sasaran perhatian utamanya, yakni pola objektif ikatan yang
menghubungkan anggota masyarakat (individual dan kolektifitas).
Wellman mengungkapkan sasaran perhatian utama teori jaringan sebagai
berikut: “Analisis jaringan lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau
kolektivitas berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang
bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Karena itu pakar analisis
jaringan mencoba menghindarkan penjelasan normatif dari perilaku
sosial. Mereka menolak setiap penjelasan nonstruktural yang
memperlakukan proses sosial sama dengan penjumlahan ciri pribadi aktor
individual dan norma yang tertanam.”
Jaringan politik, ditinjau dari sudut paradigma teori dan analisis
jaringan sosial, mencakup empat komponen yaitu para aktor politik,
seperangkat ikatan politik, arus atau aliran politik, arah politik, dan
pertukaran sesuatu. Para aktor politik dapat mencakup individu-individu,
kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi politik yang berperan
sebagai titik-titik pemberhentian atau terminal-terminal yang biasa diwakili
oleh titik-titik. 
Komponen seperangkat ikatan politik mencerminkan perangkat
yang menghubungkan satu titik (aktor politik) ke titik lain (aktor lain) dalam
jaringan. Ikatan-ikatan politik diwakili oleh garis-garis yang
mencerminkan  saluran atau jalur dan dapat berupa mata rantai atau
rangkaian. Ikatan politik dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok
yaitu ikatan politik yang dapat diobservasi dan diukur dan ikatan politik
yang tidak dapat diobservasi dan diukur. Komponen arus atau jalur itu
digambarkan sebagai anak panah. Suatu aliran atau jarul terdapat dari
satu titik (aktor politik) ke titik lain (aktor politik lain) melalui aliran atau
saluran atau jalur yang menghubungkan masing-masing titik (aktor) dalam
jaringan politik tadi. Komponen keempat mencerminkan bahwa aliran itu
dapat mencerminkan satu arah atau dua arah. Aliran yang mencerminkan
hubungan dua arah mengandung unsur pertukaran sesuatu. Pertukaran
sesuatu dapat berbentuk pertukaran informasi atau pertukaran uang, dan
jenis-jenis pertukaran lain.
Jaringan politik mengandung beberapa prinsip. Prinsip-prinsip
dalam jaringan politik mencakup :
a. Jaringan politik mengandung pola hubungan-hubungan
tertentu.
b. Rangkaian ikatan-ikatan itu menyebabkan sekumpulan aktor
politik dapat digolongkan sebagai satu kesatuan yang
berbeda dengan kesatuan-kesatuan aktor politik lain.
c. Ikatan-ikatan yang menghubungkan satu aktor politik ke
para aktor politik lain itu secara relatih adalah permanen.
d. Hukum yang mengarur saling keterhubungan
masing-masing aktor politik dalam jaringan itu mempunyai
hak dan kewajiban yang mengatur masing-masing aktor
politik.
Satu ciri khas teori jaringan adalah pemusatan perhatiannya pada
struktur mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jaringan, aktor mungkin
saja individu, tetapi mungkin pula kelompok, perusahaan  dan
masyarakat. Hubungan dapat terjadi ditingkat yang lebih mikroskopik.
Granoveter melukiskan hubungan ditingkat mikro itu seperti tindakan yang
“melekat” dalam hubungan pribadi konkret dan dalam struktur (jaringan)
hubungan itu. Hubungan ini berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor
(individu atau kolektifitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber
daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Akibatnya adalah
bahwa sistem yang terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen
tertentu tergantung pada komponen yang lain.
Satu aspek penting analisis jaringan adalah bahwa analisis ini
menjauhkan sosiolog dari studi tentang kelompok dan kategori sosial dan
mengarahkannya untuk mempelajari ikatan di kalangan dan antar-aktor
yang “tak terikat secara kuat dan tak sepenuhnya memenuhi persyaratan
kelompok”. Contoh yang baik dari ikatan seperti ini adalah diungkap
dalam karya Granoveter tentang “ikatan yang kuat dan lemah” Granoveter
membedakan antar ikatan yang kuat, misalnya hubungan antara
seseorang dan teman karibnya, dan ikatan yang lemah, misalnya
hubungan antara seseorang dan kenalannya. Sosiolog cenderung
memusatkan perhatian pada orang yang mempunyai ikatan yang kuat
atau kelompok sosial. Mereka cenderung menganggap ikatan yang kuat
itu penting, sedangkan ikatan yang lemah dianggap tak penting untuk
dijadikan sasaran studi sosiologi. Granoveter menjelaskan bahwa ikatan
yang lemah dapat menjadi sangat penting. Contoh, ikatan yang lemah
antar dua aktor dapat membantu sebagai jembatan antara dua kelompok
yang kuat ikatan internalnya. Tanpa adanya ikatan yang lemah seperti itu,
kedua kelompok mungkin akan terisolasi secara total. Isolasi ini
selanjutnya dapat menyebabkan sistem sosial yang semakin
terfragmentasi.
Seorang individu tanpa ikatan lemah akan merasa dirinya terisolasi
dalam sebuah kelompok yang ikatannya sangat kuat dan akan
kekurangan informasi tentang apa yang terjadi di kelompok lain maupun
dalam masyarakat lebih luas. Karena itu ikatan yang lemah mencegah
isolasi dan memungkinkan individu mengintegrasikan dirinya dengan lebih
baik ke dalam masyarakat yang lebih luas. Meski Granoveter
menekankan pentingnya ikatan yang lemah, ia segera menjelaskan
bahwa “ikatan yang kuat pun mempunyai nilai”. Misalnya, orang yang
mempunyai ikatan kuat memiliki motivasi lebih besar untuk saling
membantu dan lebih cepat untuk saling memberikan bantuan.
Emerson menyimpulkan bahwa teori pertukaran sosial terbatas
oleh fokusnya pada dua orang, atau relasi pertukaran diadik (dyadic).
Dengan memperlakukan relasi-relasi itu sebagai relasi yang saling
berkaitan (interconnected), Emerson kemudian melangkah maju untuk
melihat pertukaran sebagai sesuatu yang dilekatkan pada struktur
jaringan yang lebih luas. Untuk melihat penjelasan tersebut maka jaringan
yang akan menemukan persaingan maka harus diperkuat dengan pola
struktur kekuasaan yang ada saat ini, karena dengan adanya hal tersebut
maka jaringan memiliki pola-pola yang kuat dan sistematis.
Melihat bagaimana jaringan tersebut mampu semakin kokoh dalam
berproses pada struktur kekuasaan yang lebih lama maka, penulis coba
bandingkan teori Cook tentang jaringan menurutnya. Menurutnya, salah
satu alasan untuk mengaitkan teori pertukaran dengan analisis jaringan
adalah agar dapat bergerak melampaui analisis kekuasaan di dalam relasi
diadik (dyadic) dan dapat menganalisa distribusi kekuasaan dalam
jaringan secara keseluruhan. Ini menjadi salah satu topik paling penting
dalam teori pertukaran jaringan kontemporer. Dalam salah satu upaya
yang pertama untuk melihat pada distribusi kekuasaan dalam jaringan,
Cook dan rekannya mengembangkan teori “vulnerability”. Mereka
mengatakan bahwa determinasi kekuasaan dari suatu posisi adalah
didasarkan pada banyaknya ketergantungan seluruh struktur kepada
posisi itu. Menurut mereka, ketergantungan pada sistem yang luas ini
adalah fungsi dari sentralitas struktural dari posisi tersebut dan sifat relasi
kekuasaan-ketergantungan. Dengan kata lain, vulnerability melibatkan
ketergantungan jaringan kepada posisi struktural tertentu.
C. Kerangka Pemikiran
Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu
golongan dalam mencapai/mempertahankan tujuannya, gerakan tersebut
dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan
menerapkan nilai – nilai liberalisme. Penulis akan membahas kerangka
pikir tentang kekuatan politik Danny Pomanto dan Syamsu Rizal pada
pemilihan Walikota Makassar tahun 2013. Penulis ingin melihat lebih jauh
kekuatan politik apa saja yang menjadi pendukung pemenangan Danny
Pomanto dan Syamsu Rizal.
Dalam Pilwalkot  2013 ini, penulis melihat bahwa Ilhan Arief
Sirajuddin selaku walikota dan ketua partai Demokrat Sulsel memiliki
peran besar dalam membentuk kekuatan politik dan jaringan politik untuk
memenangkan Danny Pomanto-Syamsu Rizal dalam Pilwalkot kali ini.
Mengingat dalam pemilihan Gubernur lalu Partai Demokrat mengalami
kekalahan dari rivalnya yaitu partai Golkar, akan tetapi dalam skala kota
Makassar Partai Demokrat masih memiliki suara yang tinggi dengan
dengan total suara pada Pilgub lalu yaitu 50,2% jauh di atas partai Golkar
yaitu 42.5%. 
Pada penelitian ini penulis menggunakan skema berfikir
menggunakan teori kekuatan politik patriarchal dan patrimonial oleh
Nhicollo Machiavelli, bahwa menurutnya konsep – konsep yang
terkandung dalam teori tersebut mampu mendukung apa yang menjadi
topik pembahasan ini, khususnya dalam pembentukan kekuatan politik
Danny Pomanto-Syamsu Rizal, dimana hal tersebut penulis bahas
sebagai bentuk penjabaran akan strategi yang di lakukan dalam
menduduki kursi formal, mengingat di dalam ranah pepolitikan terdapat
esensi politik yaitu bagaimana cara yang di lakukan untuk dapat
menduduki kekuasaan dan menerapkannya dalam konteks struktur
kemasyarakatn, maka hal tersebut akan menjadi penting dalam
pembahasan penulis mengenai kekuatan politik.
Teori kekuasaan politik yang terbagi menjadi teori kekuasaan politik
patriarchaal dan patrimonial, dimana teori tersebut menunjukkan adanya
pengaruh orang kuat di dalam suatu daerah, karena berjasa dalam sikap
bagi semua warganya. Hal tersebut ditunjukkan dengan kedudukan Ilham
Arief Sirajuddin sebagai Walikota Makassar dan ketua partai Demokrat
Sulawesi Selatan sehingga masyarakat akan mendukung ketika
kedudukannya dialihkan menuju kekuasaan formal yang merupakan
bagian struktur yang kuat mampu memberi peran terhadap seorang aktor
yang ingin menguatkan posisinya sebagai penguasa yang akan datang
dalam hal ini dukungannya terhadap pasangan Danny Pomanto-Syamsu
Rizal.
Dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai Walikota, Ilham Arief
Sirajuddin selain menggunakan mesin partai dalam dukungannya
terhadap Danny Pomanto-Syamsu Rizal Ilham Arif Sirajuddin bisa juga
menggunakan kekuatan birokrasi sebagai kekuatan politik  mulai dari
camat hingga RT/RW. Danny Pomanto-Syamsu Rizal membentuk
jaringan politik yaitu komunitas Ana’ Lorongna Makassar yang dibentuk
mulai dari lorong-lorong perumahan. Sedangkan Ilham Arief Sirajuddin
menggunakan jaringan politiknya sudah sudah terbentuk yaitu Batu Putih
Syndicate dan pengaruhnya sebagai ketua DPD Partai Demokrat
Sulawesi Selatan serta sebagai Walikota Makassar yang masih menjabat.
Penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh dari aktor poltik dan partai
politik dalam pilwalkot ini khususnya dalam pemenangan Danny
Pomanto-Syamsu Rizal.
Dalam kerangka pemikiran ini juga penulis ingin menggambarkan
bagaimana media massa menjadi suatu kekuatan politik yang dapat
dimamfaatkan oleh aktor politik. Melalui media massa berupa elektronik
dan cetak, pasangan Danny Pomanto-Syamsu Rizal dengan
menyampaikan visi misinya agar masyarakat luas dapat langsung menilai.
Kekuatan politik akan terbentuk tergantung seberapa besar frekuensi




Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti seberapa besar
pengaruh dari media massa ini dalam pemenangan Danny
Pomanto-Syamsu Rizal. Dalam penilitian ini juga, penulis ingin melihat
apakah kelompok-kelompok kepentingan menjadi factor pendukung
dalam pemenengan Danny Pomanto-Syamsu Rizal.
D. Skema Kerangka Pikir
BAB III
METODE PENELITIAN




Dalam bab ini yang akan dibahas ada lima aspek yaitu: Lokasi
Penelitian, Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian, Sumber Data, Teknik
Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data. Kelima hal tersebut akan
diuraikan lebih lanjut. 
A. Lokasi Penelitian 
Peneliti melakukan penelitian di Kota Makassar dengan objek
penelitian Danny Pomanto, dimana Danny Pomanto – Syamsu Rizal
adalah kandidat dalam pemilihan Walikota 2013 di kota Makassar.
Kekuatan politik merupakan salah satu cara untuk memperkuat internal
massa dari segi sumber daya manusia dalam proses perekrutan. Dalam
hal ini Danny Pomanto – Syamsu Rizal harus melakukan proses
penguatan massa yang memiliki loyalitas terhadap mereka guna
mendapat suara masyarakat pada Pilwalkot 2013.
B. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian 
Dasar pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan penulis memilih metode
kualitatif karena metode memiliki beberapa prespektif teori yang dapat
mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang
terjadi dalam hal ini yaitu kekuatan politik, dikarenakan kajiannya adalah
fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang
sulit diukur dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini
membutuhkan analisa yang lebih mendalam dari sekedar penelitian
kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini
mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu
fenomena. 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis karena penelitian ini
diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat.
Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status
suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada
saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif ini sendiri adalah
untuk membuat penjelasan secara sistematis, aktual, dan akurat
mengenai fakta-fakta. Namun demikian, dalam perkembangannya selain
menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung
sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi
maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel
lain. 
C. Sumber Data 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan data yang menurut
peneliti sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran
tentang objek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan yaitu:
1.  Data Primer 
Dalam penelitian ini peneliti telah mencari data untuk membuktikan
fakta di lapangan. Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah
penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan
observasi langsung. Peneliti turun langsung ke tim sukses yang dibentuk
dan Danny Pomanto – Syamsu Rizal serta partai pengusung  untuk
mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil
wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Dari proses wawancara
dengan berbagai sumber, peneliti telah mendapatkan data-data seperti;
data-data mengenai peta kekuatan politik serta pola jaringan politik Danny
Pomanto – Syamsu Rizal dalam Pilwalkot 2013.
2.  Data Sekunder 
Dalam penelitian peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana
peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku,
jurnal, koran mengenai kekuatan politik Danny Pomanto – Syamsu Rizal
dalam Pilwalkot 2013, serta sumber informasi lainnya yang berkaitan
dengan masalah penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian
ini yaitu:
1.  Wawancara 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik
wawancara di mana wawancara merupakan alat re-cheking atau
pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah
diperoleh sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara mendalam
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan
yakni Calon Walikota Makassar Danny Pomanto dan Syamsu
Rizal, yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan menggunakan pedoman (guide/draft)
wawancara serta beberapa topik yang telah disertakan oleh peneliti
dan didiskusikan bersama-sama. Peneliti membagi pengumpulan
data dengan wawancara mendalam menjadi dua tahap, yakni :
a. Tahap Persiapan Penelitian 
Peneliti telah membuat pedoman wawancara (draft) yang
disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan
permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara antara
lain  berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berkembang
dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun
kemudian ditunjukkan kepada yang lebih ahli (dalam hal ini adalah
pembimbing penelitian) untuk mendapat masukan mengenai isi
pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari
pembimbing, Peneliti kemudian membuat perbaikan dengan
menyusun kembali daftar wawancara yang berisi pertanyaan untuk 
dikembangkan lagi dalam penelitian selanjutnya. Tahap
selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang
telah disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek
selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting
wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan
pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan
observasi. Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan
karakteristik subjek penelitian. Saat wawancara dilaksanakan
peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapanya untuk
diwawancarai dan akhirnya membuat kesepakatan untuk
kesediaannya memberikan informasi mengenai penelitian.
b. Tahap Pelaksanaan Penelitian 
Peneliti telah membuat kesepakatan dengan subjek
mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara
berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan,
peneliti memindahakan hasil rekaman berdasarkan wawancara
dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan  analisis data
dan interprestasi data sesuai dengan langkah-langkah yang
dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini.
Setelah itu, peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan
yang dilakukan, lalu peneliti memberikan saran-saran untuk
penelitian selanjutnya.
Peneliti telah melakukan pengumpulan data dengan cara
wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara
(interview guide) sebagaimana diharapkan agar wawancara tetap
berada pada fokus penelitian, meski masih terdapat
pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan yang dipilih peneiti
adalah informan yang benar-benar paham dan mengetahui
permasalahan yang dimaksud oleh peneliti. Informan yang telah
peneliti wawancarai untuk pengumpulan data ini adalah adalah
sebagai berikut:
 Danny Pomanto dan Syamsu Rizal ( Calon Walikota dan
Wakil Walikota Makassar tahun 2013 )
 Ilham Arief Sirajuddin (Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi
Sulsel)
 Ady Rasyid Ali (Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar)
 K.S Daeng Selle ( Direktur Media Pemenangan DIA)
 Pengamat Politik
Pemilihan informan ternyata dapat berkembang dan
berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam memperoleh
data yang akurat. Penelitian ini telah berakhir dikarenakan peneliti
sudah merasa data yang didapat sudah cukup untuk untuk
menjawab permasalahan yang diteliti.
2.  Dokumen/Arsip 
Dalam penelitian ini peneliti mengambil Metode atau teknik
documenter, di mana metode tersebut adalah teknik pengumpulan
data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.
Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data
yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna karena
dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok
penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang
berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber
data yang paling penting dalam sebuah penelitian. Dokumen yang
dimaksud peneliti adalah dokumen tertulis, data statistik, laporan
penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah tentang Danny
Pomanto dan Syamsu Rizal.
E. Teknik AnalisisData
Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan
kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif. Karena objek kajiannya
adalah masyarakat  dan elit politik, dimana memiliki cara berfikir dan
cara pandang yang berbeda maka  penelitian ini membutuhkan analisa
yang mendalam. 
Proses analisis data dilakukan pada waktu bersamaan dengan
proses pengumpulan data berlangsung. Analisis data dilakukan melalui
tiga alur, yakni: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan
atau verifikasi.
1. Reduksi Data
Pada tahap reduksi data, penulis melakukan reduksi data
dengan membuat kategorisasi mengenai kekuatan politik yang
mendukung Danny Pomanto dan Syamsu Rizal dan faktor yang
mempengaruhi, kemudian penulis memusatkan pada
permasalahan kekuatan politik apa saja yang mendukung
pemenangan Danny Pomanto - Syamsu Rizal dan bagaimana
peran aktor politik dan partai politik dalam mempengaruhi
pemenangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal, serta membuat
memo dan rekaman, sehingga data dari informan lebih teratur dan
sistematis. 
2. Sajian Data
Selanjutnya, setelah reduksi data penulis membuat sajian
data hasil wawancara penulis dengan membuat susunan informasi
yang diperoleh berupa deskripsi, kemudian mengaitkan dengan
tinjauan teoritis dan kemudian menganalisis data tersebut dan
menempatkan dimana posisi penulis melihat fenomena tersebut
dalam hal ini bagaimana penulis melihat kekuatan politik Danny
Pomanto dan Syamsu Rizal pada Pemilihan Walikota Makassar
Tahun 2013.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
Tahap terakhir dalam analisa data adalah Penulis menarik
kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah
dirumuskan sejak awal. Dari berbagai hal yang ditemui dalam
pengumpulan data mengenai kekuatan politik Danny Pomanto dan
Syamsu Rizal dalam pemilihan Walikota Makassar tahun 2013,
penulis kemudian melakukan pencatatan pola-pola,
pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat
dan berbagai proposisi. Hal itu kemudian diverifikasi dengan
temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada
penarikan kesimpulan akhir dengan cara didiskusikan untuk
mengembangkan apa yang disebut konsensus antar subjektif.
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
1. Gambaran Umum Pilwalkot Makassar tahun 2013
Dalam masyarakat yang memilih demokrasi sebagai sistem
kenegaraannya,pemilu merupakan salah satu tonggak demokrasi dan
instrumen untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yaitu terbentuknya
masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan
berekspresi dan berkehendak serta mendapatkan akses terpenuhinya
hak-hak dasar mereka sebagai warga negara karena itu untuk melihat
ada tidaknya demokrasi dalam penyelenggaraan negara, indikatornya
dapat dilihat dari pemilu yang dilakukan secara bebas dan
berkesinambungan.
Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku,
agama, ras, jenis kelamin, status sosial dan golongan, sesungguhnya
mereka semua memiliki hak yang sama untuk berserikat dan
berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan
pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara
luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui media
pemilihan umum.
Dalam menyelenggarakan pemilu diperlukan tata cara dan
prosedur yang disebut sistem pemilu. Sistem pemilu mencakup dua
hal. Pertama, nilai-nilai normatif yang tertuang dalam Undang-Undang
Pemilu yang mengatur bagaimana membagi kekuasaan dalam
lembaga perwakilan secara proporsional sesuai dengan dukungan
politik yang tergambar dari hasilperolehan suara dalam pemilu.Kedua,
proses pemilihan yaitu mekanisme pemilihan yang meliputi
pengelolaan pemilu, pemilihan di tempat suara pemungutan suara,
perhitungan suara, petugas pemilu, penetapan hasil pemilu dan
menetapkan hasil pemilu menjadi kursi di lembaga perwakilan maupun
pada tingkat eksekutif.
Masyarakat Kota Makassar kembali melaksanakan pesta
demokrasi yaitu pemilihan Walikota Periode 2014-2019. Pemilihan
pemimpin di kota Makassar ini telah dilaksanakan pada tanggal 18
September 2013. Dalam kegiatan akbar tersebut, telah banyak bakal
calon (balon) walikota yang bertarung memperebutkan kursi panas,
sebagai orang nomor satu di kota dengan julukan Angin Mamiri ini.
Berdasarkan survei serta kesiapan masing-masing calon walikota yang
akan bertarung, telah tercatat 10 calon telah siap mencari dukungan
serta simpati dari masyarakat bagi kota yang menjadi pusat
pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai ibukota
provinsi
Adapun pemilihan Walikota Makassar (pilwalkot) tahun 2013,
diikuti oleh sepuluh pasang calon yang kesemuanya yang berasal dari
latar belakang profesi dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda
dimana para kandidat calon Walikota beserta partai pendukungnya
dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 1: Kandidat pasangan calon Walikota Makassar tahun 2013
Dari tabel di atas dapat kita lihat mengenai peserta pemilihan
Walikota Makassar tahun 2013 sangat menarik, dimana terdapat
banyak kekuatan – kekuatan politik yang mendukung setiap calon.
Maka dari itu sesuai dengan judul penelitian penulis akan meneliti
mengenai kekuatan politik Danny Pomanto dan Syamsu Rizal dalam
Pemilihan Walikota Makassar tahun 2013. Selanjutnya penulis akan
membahas mengenai profil Danny Pomanto dan Syamsu Rizal di
pembahasan selanjutnya.
2. Profil Danny Pomanto dan Syamsu Rizal
A. Profil Danny Pomanto 
Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto
Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto
Calon Walikota Makassar
Kelahiran Makassar, 30 Januari 1964
Pendidikan
 SD. Lanto Dg Pasewang, Makassar – 1975
 SMP Neg. 5 Makassar, 1978
 SMA Neg 1, 1981
 FT Jur. Arsitektur, Unhas - 1989
Pengalaman Organisasi
 Anggota Bidang Perkotaan ; Pengurus Perhimpunan Pecinta
Bandar Lama Pusaka Nusantara Bangsa 2005 – 2010 Cabang
Makassar.
 Anggota Bidang Teknis/Konstruksi ; Susunan Tim Koordinasi
Revitalisasi Pantai Losari Makassar Tahun 2005.
 Ketua IV ; Pengurus Provinsi Kushin Ryu Karate-Do Indonesia
(KKI) Koordinator Bidang Pengkajian & Diklat.
 Pengurus Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata (BP3M)
Kota Makassar, Periode 2006-2009.
 Anggota ; Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Kota Makassar Tahun 2006 dan 2009.
 Sekretaris ; Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha
Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong
Royong Provinsi Sulawesi Selatan (DPD ORMAS MKGR), Tahun
2007-2012
 Anggota; Tim Perumus Perhitungan Kontribusi Kepada Pemerintah
Kota Makassar dari Mitra Kerjasama Revitalisasi Lapangan
Karebosi Kota Makassar, Tahun 2007.
 Penasehat Perencanaan Bidang Tata Ruang Pemerintah Kota
Makasaar Tahun Anggaran 2008,2010, 2011, 2013.
  Tim Ahli Tata Ruang; Penyusunan Pra-Ranperda RDTRK Kota
Makassar Tahun 2008.
 Wakil Sekretaris Umum; Gaungan Pelaksana Konstruksi Nasional
Indonesia (GAPENSI) 
 Komite Tetap Lingkungan Hidup dan Perkotaan; Kamar Dagang
dan Industri (KADIN), Periode 2009-2014.
 Ketua DPP Partai Hanura Provinsi Gorontalo Periode 2010-2015.
 Wakil Ketua Komite Tetap Properti Komersial Bidang Infrastruktur,
Konstruksi dan Properti; Pengurus Kadin Indonesia Periode
2010-2015.
 Anggota  “TIM 9” Infrastruktur, Konstruksi dan Properti, Kadin
Indonesia.
 Tenaga Ahli; Tim Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan
Kerugian Sarana/Prasarana Umum, Harta dan Rumah Penduduk
Pasca Bancana Kec.Ujung Tanah, Kota Makassar Tahun
Anggaran 2011
 Anggota Bidang Industri, Perdagangan  dan  Infrastruktur ;
Pengurus Wilayah – Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia
Sulawesi Selatan Tahun 2011-2016.
B. Profil Syamsu Rizal
Syamsu Rizal Mi, S.Sos, M.Si
Calon Wakil Walikota Makassar
Kelahiran Benteng-Selayar, 30 Juni 1973
Pendidikan
 SD Inpres Benteng I Selayar & Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
(sore), 1979-1985
 SLTP Negeri 1 Makassar, 1985-1988
 SLTA Negeri 9 Makassar, 1988-1991
 Jur. Ilmu Komunikasi FISIP Unhas, 1991-1997
 Doctoral Candidate; Manajemen Kebijakan Publik
Pengalaman Organisasi:
1. Ketua Umum: Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Makassar,
2009-Sekarang
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Demokrat Sulsel,
2009- Sekarang
3. Ketua Umum : Majelis Pengurus Wilayah ICMI Muda Sulawesi
Selatan, 2006- Sekarang
4. Presidium Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Muda (ICMI Muda)
5. Ketua Umum : Pengurus Daerah Ikatan Squash Sulawesi Selatan,
2007- Sekarang
6. Ketua : yayasan A’Bulo Sibatang, Makassar, 2005- Sekarang
7. Wakil sekretaris : Majelis Ekonomi PW Muhammadiyah Sulawesi
Selatan, 2006- Sekarang
8. Anggota : Local Wakil Ketua : Komite Nasional Pemuda Indonesia (2
periode), 2003-2008
9. Ketua : Forum Kajian Kebangsaan, Makassar, 1997-2002
10.Dewan Pers, Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Universitas Hasanuddin,
1996-1997
11.Ketua : Dewan Mahasiswa (DEMA) Universitas Hasanuddin, 1995
12.Ketua Umum : Senat Mahasiswa Fisip Universitas Hasanuddin,
1995-1996
13.Himpunan Mahasiswa islam, 1995
14.Ketua Umum : Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Universitas
Hasanuddin, 1994-1995
15.Ketua : Editorial Study Club, Universitas hasanuddin, 1992-1995
16.Anggota Local Consultative Forum, Makassar, 2005-2011
17.Pendiri dan Pembina Sekolah Islam Terpadu (SIT) Nurul Fikri
Makassar
18.Kompartemen Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
Sulawesi Selatan
PENGALAMAN POLITIK:
 Ketua Divisi Komunikasi Publik DPD 1 Partai Demokrat Sulawesi
Selatan, 2011-sekarang




Kekuatan politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk
mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan
program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang
digunakan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan
dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.
Dalam memperoleh eksistensi dalam sistem politik, aktor politik harus
bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari
masyarakat dan mendapat kekuasaan.
Kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun
lembaga-lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan
politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan
keputusan politik. Kekuatan-kekuatan politik berperan sebagai penopang
sistem politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan.
Kekuatan-kekuatan politik suatu negara berbeda dengan kekuatan politik
negara lain, tergantung corak sistem politik yang digunakan. Secara lugas
dapat dikatakan bahwa kekuatan politik tersentral di fungsi input oleh
infrastruktur, maka kekuatan politik ini dapat berupa kekuatan formal dan
non formal. Kekuatan politik Indonesia merupakan suatu daya yang
dimiliki oleh lembaga-lembaga di Indonesia dalam bidang politik.
Kekuatan politik di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam
membangun dan memberikan corak pada sistem politik Indonesia. Dalam
perkembangan sistem politik Indonesia, telah banyak bermunculan
aktor maupun lembaga-lembaga yang menjadi kekuatan politik Indonesia.
Aktor maupun lembaga yang telah menjelma menjadi kekuatan politik
tidak lain merupakan tonggak perjuangan bagi pembangunan politik di
Indonesia. 
Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah
dilaksanakan selama satu bulan lebih. Melalui wawancara mendalam
dengan segenap komponen-komponen yang terkait dari judul penelitian
ini serta studi pustaka yang telah penulis lakukan terhadap pemenangan
Danny Pomanto dan Syamsu Rizal (DIA). Akhirnya penulis banyak
mendapatkan data faktual mengenai kekuatan politik Danny Pomanto –
Syamsu Rizal dalam Pemilihan Walikota Makassar tahun 2013. 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab
sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai
kekuatan politik apa saja yang mendukung Danny Pomanto dan Syamsu
Rizal dalam pemenangan pemilihan Walikota Makassar dan bagaimana
peran aktor politik dan partai politik dalam mempengaruhi kemenangan
Danny Pomanto dan Syamsu Rizal. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut:
3. Kekuatan politik yang mendukung Danny Pomanto dan Syamsu
Rizal dalam pemenangan pemilihan Walikota Makassar tahun
2013.
Pada sub-bab ini akan menjelaskan mengenai kekuatan politik
yang mempengaruhi pemenangan pasangan Danny Pomanto dan
Syamsu Rizal (DIA) dalam pemilihan Walikota Makassar tahun 2013.
Eksistensi keberhasilan suatu kemenangan dalam kancah perpolitikan,
salah satu tolak ukurnya adalah memiliki kekuatan politik yang baik.
Sebagaimana kita tahu bersama bahwa diperlukan kekuatan politik untuk
memperoleh kemenangan dalam pemilu.
Sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik
wawancara bersama beberapa informan, penulis menemukan bahwa ada
beberapa hal yang menjadi  kekuatan politik yang mendukung
pemenangan pasangan Danny Pomanto-Syamsu Rizal dalam
pemenangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal. Adapun Kekuatan politik
yang menjadi pendukung proses pemenangan itu adalah sebagai berikut:
a. Aktor Politik
Dalam hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber,
penulis menemukan bahwa aktor politik merupakan faktor pendukung
dalam proses pemenangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal dalam
Pilwalkot Makassar tahun 2013. Aktor politik yang politik tersebut yang
sebagaimana penulis maksud adalah Ilham Arief Sirajuddin. Hal ini
sejalan dengan pernyataan bapak Dr. Adi Suryadi Culla, M.Si yang
mengatakan bahwa:
“dalam proses pemenangan Danny – Ical dalam pilwalkot
Makassar ada beberapa kekuatan politik yang mendukung dan
salah satu yang paling nyata adalah dukungan dan pengaruh
Ilham Arief Sirajuddin sebagai ketua DPD partai Demokrat
Sulsel dan sebagai Walikota yang masih menjabat serta partai
Demokrat sebagai partai pengusung Danny-Ical.”
Dari pernyataan di atas juga sesuai dengan pendapat Ketua DPC
Partai Demokrat kota Makassar Adi Rasyid Ali yaitu;
“dari proses pemenangan ini tidak terlepas dari peranan Ilham
Arief Sirajuddin sebagai aktor politik yang menjadi kekuatan
dalam  Pilwakot ini. Di satu sisi Ilham menggunakan
pengaruhnya sebagai ketua partai di sisi lain dia menggunakan
pengaruhnya sebagai kepala pemerintahan di kota Makassar.”
Menurut Laswell aktor mencakup individu pemegang kekuasaan
dalam suatu bangunan politik. Aktor mencapai kedudukan dominan dalam
sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan,
kekayaan dan kehormatan. 
Menurut analisis penulis, Ilham Arief Sirajuddin sebagai aktor politik
memiliki kekuasaan yang mampu mempengaruhi proses politik seperti
dalam pemenagan pasangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal dalam
Plwalkot Makassar. Aktor politik dalam hal ini Ilham Arief Sirajuddin
sebagai kekuatan politik adalah bagaimana pengaruhnya sebagai aktor
politik dapat mempengaruhi proses politik sehingga proses tersebut
berpihak pada kepentingan politik aktor. Setiap masyarakat diperintah
oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang
diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang
penuh. Individu yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu
merupakan yang terbaik yang dikenal sebagai aktor. Aktor merupakan
orang yang berhasil dan mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam
lapisan masyarakat. 
Ilham Arief Sirajuddin memiliki kekuasaan sebagai kepala
pemerintahan di kota Makassar yaitu Walikota yang masih menjabat saat
proses pemilihan Walikota Makassar tahun 2013. Penulis juga melihat
bahwa Ilham Arief Sirajuddin sebagai aktor politik yang menjadi kekuatan
politik tentu memiliki jaringan politik yang luas mulai dari elite-elite politik
yaitu kader partai Demokrat yang berada di DPRD kota Makassar maupun
Provinsi hal ini tentu menjadi kekuatan politik yang besar dimana Ilham
Arief Sirajuddin dan para elite politik ini memiliki basis massa yang besar
kota Makassar. Mengenai peran aktor politik tersebut akan penulis bahas
lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya.
b. Partai Politik
Kekuatan politik berikutnya yang menjadi kekuatan pendukung
dalam proses pemenangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal dalam
Pilwalkot Makassar adalah dukungan dari partai politik. Dalam proses
pemenangan pemilu tentu tidak terlepas dari peranan partai politik.
Seperti dalam proses pemenangan pemilu partai politik berfungsi sebagai
partai pengusung kandidat. Pasangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal
merupakan kandidat calon Walikota Makassar yang di usung oleh partai
Demokrat dan Partai Bulan Bintang. Dalam tulisan ini, penulis melakukan
pembatasan penelitian pada partai Demokrat sebagai partai yang menjadi
pendukung dalam proses pemenangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal.
Alasan penulis membahas partai Demokrat adalah karena partai
Demokrat merupakan salah satu partai besar di kota Makassar.
Dari wawancara penulis dengan Adi Rasyid Ali sebagai ketua DPC
Partai Demokrat kota Makassar yang mengatakan bahwa;
“kalau mengenai partai politik sudah tentu partai menjadi
kekuatan politik yang mendukung dalam proses pemenangan
seperti di Pilwalkot Makassar ini. Ada dua hal yang menjadi
faktor yang pertama partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang
menjadi partai pegusung pasangan Danny – Ical dan yang
kedua, Partai Bulan Bintang dan partai Demokrat pada
khususnya memiliki basis massa yang merata di kota Makassar
mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat kelurahan.
Tentu saja ini sudah menjadi kekuatan politik yang mendukung
dalam proses pemenangan, apalagi yang terutama adalah
partai Demokrat masih memiliki elektabilitas yang baik di kota
Makassar.”
Menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok
politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu
mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan – jabatan.
Namun yang jelas tujuan keberadaan partai politik adalah sebagai
kendaraan mencapai kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan.
Sebab menurut penulis kuat atau lemahnya kekuasaan partai politik
tersebut sebagai kekuatan politik sangat bergantung pada jumlah
dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada partai politik.
Selain itu menurut analisis penulis, salah satu syarat untuk menjadi
partai pengusung dalam proses pemenangan tentu partai politik harus
memiliki basis massa yang jelas dan merata. Sebab, tanpa memiliki basis
massa tentu saja dalam membentuk kekuatan politik partai politik akan
menemui kesulitan dalam tugasnya untuk memenangan kandidat yang
diusungnya.
Partai Demokrat merupakan salah satu partai besar yang ada di
kota Makassar yang memiliki elektabilitas yang baik. Ini terlihat saat
pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 dimana partai
Demokrat dalam skala kota Makassar mendapatkan suara 50,2% di atas
pesaingnya yaitu partai Golkar sebesar 45.5%. Dengan hasil dari Pilgub
Sulsel tahun 2013 lalu, hal ini sesuai dengan analisis penulis bahwa partai
Demokrat memiliki jaringan politik yang sudah matang dan menjadi modal
awal dalam membentuk kekuatan politik dalam mendukung proses
pemenangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal dalam Pemilihan Walikota
Makassar tahun 2013. Sebab menurut penulis fungsi dan tugas utama
partai politik dalam proses pemenangan pemilu adalah terletak pada
kemampuan dalam menarik simpati masyarakat untuk memilih kandidat
politik yang diusung oleh partai politik.
c. Birokrasi
Kekuatan politik keempat yang mendukung proses pemenangan
Danny Pomanto – Syamsu Rizal adalah kekuatan birokrasi. Sesuai
dengan penjelasan sebelumnya mengenai aktor politik yang dimana Ilham
Arief Sirajuddin sebagai aktor politik yang memiliki peran dalam
pemenangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal, maka penulis menganalis
bahwa pengaruh dari Ilham Arief Sirajuddin tentu akan mengarah pada
kapasitasnya sebagai Walikota. Seperti yang diketahui bersama bahwa
Danny Pomanto merupakan penasehat Walikota dalam bidang tata kota
Makassar. Ini tentu menjadi salah satu celah yang di gunakan Danny
Pomanto – Syamsu Rizal dalam menggerakkan kekuatan birokrasi dalam
lingkup pemkot Makassar. 
Meskipun regulasi secara tegas melarang keterlibatan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dalam politik praktis, namun dalam perhelatan Pilkada
masih saja ada beberapa oknum birokrasi yang tidak netral. Beberapa
diantara mereka mendukung salah satu kandidat. Bahkan aksi itu kadang
dilakukan secara terang-terangan. Pada Pilwalkot Makassar yang
tahapannya mulai berlangsung, potensi mobilisasi PNS juga diakui sangat
besar. Apalagi beberapa kandidat telah memiliki hubungan emosional
dengan para PNS karena mengabdi di instansi pemerintahan. Seperti
yang diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota
Makassar, Muh Kasim Wahab yaitu:
“Danny Pomanto dan Supomo Guntur memang punya jaringan
kuat ke setiap SKPD dan perangkat pemerintah lainnya hingga
ke tingkat bawah (RT/RW). Pak Danny Pomanto sebagai
penasehat wali kota dekat dengan Pak Ilham Arief Sirajuddin
(wali kota), begitupun Pak Supomo Guntur juga sama
peluangnya karena masih menjabat wakil wali kota. Tapi saya
kira tidak menutup kemungkinan calon lain juga bisa punya
peluang. Tapi kalaupun ada PNS yang mendukung, itu saya
pikir hanya kedekatan personal. Kalau mobilisasi secara
kelembagaan untuk salah satu calon, saya kira tidak akan ada,”
Sesuai dengan pernyataan di atas, penulis menganalisis bahwa
secara kelembagaan birokrasi tidak dilibatkan akan tetapi kedekatan
personal terhadap kandidat calon Walikota ini yang menjadi faktor dalam
ketidaknetralan birokrasi. Disatu sisi Danny Pomanto adalah PNS di
lingkup Pemerintah Kota Makassar yang memilki jabatan yang cukup
strategis dan Ilham Arief Sirajuddin sebagai Walikota Makassar tentu ini
yang menjadi faktor utama dalam menggerakkan birokrasi untuk
mendukung pasangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal.
4. Peran aktor politik dan partai politik dalam mempengaruhi
kemenangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal dalam pemilihan
walikota Makassar tahun 2013.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kekutan politik
dapat berasal dari aktor politik, lembaga politik, media massa maupun
birokrasi. Fokus penelitian yang kedua dalam tulisan ini adalah terletak
pada peran aktor politik dan partai politik dalam mempengaruhi
kemenangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal dalam pemilihan walikota
Makassar ini.
a. Peran Aktor Politik
Aktor Politik berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang
berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Disini peran aktor
adalah bagaimana mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar
kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan aktor dan bukan
kepentingan publik. Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil
orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran
mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa
menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang, terbaik.
Mereka yang dikenal sebagai aktor. Aktor merupakan orang-orang yang
berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan
masyarakat.
Aktor politik yang penulis maksud adalah Ilham Arief Sirajuddin.
Penulis melihat bahwa Ilham Arief Sirajuddin memiliki hubungan yang
cukup dekat dengan kedua kandidat pasangan calon Walikota Danny
Pomanto dan Syamsu Rizal. Danny pomanto merupakan staf ahli bidang
tata kota Makassar sedangkan Syamsu Rizal merupakan seorang politisi
dan ketua PMI cabang kota Makassar saat ini. Maka dari itulah penulis
melihat bagaimana peran Ilham Arief Sirajuddin sebagai aktor politik
dalam pemenangan pasangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal.
Peran aktor politik dapat dilihat dari seberapa besar pengaruhnya
dalam mempengaruhi hasil pemilukada. Pengaruh ini dapat berasal dari
figur atau ketokohan dari aktor politik maupun jaringan politik yang telah
dibentuk. Aktor politik dapat menggunakan jaringan politik yang dimilikinya
untuk memenangkan pemilu. Seperti yang dilakukan oleh Ilham Arief
Sirajuddin yang menggunakan jaringan politik yang dimilikinya mulai dari
pilwalkot Makassar dari tahun 2004 tahun 2008 dimana Ilham terpilih
untuk kedua kalinya serta jaringan politik dari pilgub Sulawesi Selatan
tahun 2013. Selain pengaruh dirinya sebagai ketua DPD partai Demokrat
Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin juga menggunakan pengaruhnya sebagai
Walikota yang masih menjabat dan tentu dia menggunakan jaringan
birokrasi dalam menjalankan mesin pemenangan pasangan Danny
Pomanto – Syamsu Rizal 
Seperti yang telah diungkapkan oleh Danny Pomanto dalam
wawancara dengan penulis bahwa:
“Saya akui, bahwa kemenangan yang kami capai tidak lepas
dari konstribusi besar Ilham Arief Sirajuddin. Faktor beliau
menjadi salah satu penentu sehingga kami bisa meraih suara
signifikan, bagaimana beliau mampu menggerakkan semua
basis massa dari Pilgub lalu mulai dari partai hingga Tim
sukses untuk mendukung kami dalam Pilwalkot ini dan tentu
saya sangat berterima kasih sekali kepada beliau.”
Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Dr. Suryadi Culla, M.Si dalam
wawancara yaitu;
“ Saya melihat bahwa pengaruh Ilham dalam Pilwalkot ini
sangat terlihat jelas. Bagaimana Ilham menggunakan
pengaruhnya sebagai ketua DPD Partai Demokrat Sulsel dan
posisinya sebagai Walikota yang masih menjabat dimana
Danny Pomanto-Syamsu Rizal dan Ilham memiliki hubungan
yang cukup dekat. Sehingga jika dilihat dari kacamata
akademisi ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan
popularitas Danny-Ical dalam Pilwakot”
Dari kedua pernyataan di atas dikuatkan juga pendapat oleh
ketua DPC partai Demokrat kota Makassar Adi Rasyid Ali bahwa:
“Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh Ilham dalam pilwalkot
ini sangat besar, bagaimana dia menggunakan perannya
sebagai ketua DPD partai Demokrat Sulsel dan kapasitasnya
sebagai Walikota saat ini, dimana dia menggunakan birokrasi
pada pemkot Makassar walaupun hal ini tidak bisa dibuktikan
secara real tetapi inilah yang biasanya terjadi dalam
pemilukada. Bagaimana penguasa sebelumnya ingin
melanjutkan kekuasaannya.”
Dari ketiga pernyataan wawancara di atas terlihat jelas bagaimana
pengaruh Ilham Arief Sirajuddin dalam pilwalkot Makassar. Berdasarkan
konsep aktor dari Gaetano Mosca menjelaskan pengaruh aktor politik
adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkat
kekuasaan, maka dari itu  penulis melihat bahwa salah satu faktor
pemenangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal adalah pengaruh yang
dimiliki Ilham Arief Sirajuddin sebagai ketua DPD Partai Demokrat
Provinsi Sulawesi Selatan dan pengaruhnya sebagai Walikota yang masih
menjabat.
Berdasarkan metode pengaruh/keputusan dalam mengidentifikasi
siapa yang termasuk dalam kategori aktor politik yaitu orang-orang yang
mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini
memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai
kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan
mentaati para elit politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam
masyarakat dapat dikategorikan sebagai elit politik.
Menurut analisis penulis, salah satu pengaruh dari Ilham Arief
Sirajuddin adalah bagaimana dia mampu meyakinkan para kader Partai
Demokrat dalam mencalonkan Danny Pomanto – Syamsu Rizal dalam
pemilihan Walikota Makassar yang sebelumnya terjadi konflik internal
dalam kubu partai mengenai pencalonan Walikota. Padahal jika dilihat
dari segi kader, partai Demokrat memiliki banyak kader yang mampu
untuk menjadi calon walikota salah satunya yaitu Adi Rasyid Ali yang
merupakan ketua DPC Partai Demokrat kota Makassar. 
Peran lain dari Ilham Arief Sirajuddin adalah dia membentuk
jaringan politik untuk mendukung proses pemenangan pasangan Danny
Pomanto dan Syamsu Rizal. Jaringan politik yang penulis maksud adalah
jaringan tim pemenangan yang dibentuk sebagai mesin pemenangan
kandidat. Tim Pemenangan adalah kelompok masyarakat atau
orang-orang tertentu yang ditunjuk secara khusus oleh kandidat, atau
terbentuk secara mandiri oleh orang perorangan atau kelompok
masyarakat, dengan prinsip sukarela dan ikhlas yang melakukan
usaha-usaha tertentu untuk memenangkan kandidat.
Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada dua tim pemenangan
yang mendukung proses pemenangan pasangan Danny Pomanto –
Syamsu Rizal dalam pemilihan Walikota Makassar tahun 2013 yaitu Batu
Putih Trans Syndicate dan Komunitas Anak Lorongna Makassar. Kedua
tim pemenangan ini merupakan jaringan politik terbesar yang dibentuk
sebagai mesin pemenangan yang memiliki struktur yang jelas serta tugas
dan fungsi untuk memenangkan Pilwalkot Makassar. 
Batu Putih Trans Syndicate merupakan tim pemenangan yang
telah terbentuk saat emilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 lalu
yang di ketuai oleh saudara Ilham Arief Sirajuddin yaitu Hendra Sirajuddin
sebagai Direktur. Tim Batu Putih memiliki struktur pemenangan mulai dari
tingkat kecamatan hingga RT/RW di kota Makassar. Sementara
komunitas Anak Lorongna Makassar merupakan sebuah komunitas yang
dibentuk oleh Danny Pomanto. Komunitas ini tersebar di setiap
lorong-lorong yang ada di kota Makassar.
Seperti yang di ungkapkan oleh Hendra Sirajuddin dalam
wawancara yaitu;
“Dalam proses pemenangan ini memang tidak terlepas dari
pengaruh pak Ilham dan partai pengusung yaitu partai
Demokrat dan PBB, akan tetapi tentu mereka tidak bekerja
sendiri. Kami  menggerakkan tim yang memang sudah
terbentuk dari awal seperti Batu Putih Syndicate dan ada juga
tim yang bernama Anak Lorongna Makassar. Kedua tim ini
membentuk jaringan mulai dari tingkat wilayah kota Makasasar
sampai ke tingkat RT/RW. Tim Batu Putih memiliki struktur
sampai ke tingkat TPS dan masing-masing memiliki
koordinator. Jadi tugasnya yaitu merekrut sampai ke tingkat
TPS. Sementara tim Anak Lorongna Makassar bertugas untuk
merekrut simpatisan di setiap lorong yang ada di kota
Makassar. Jadi orang – orang yang direkrut ini sudah menjadi
voters bagi kami.”
Dari pernyataan di atas mengenai jaringan politik, terlihat jelas
bahwa salah satu untuk membentuk kekuatan politik selain dari partai
adalah dengan membentuk tim-tim yang bertugas untuk merekrut
simpatisan dan voters. Tim pemenangan memiliki tugas dan fungsi
sebagai berikut : 
a. Menetapkan target dan tujuan,  masing-masing tim  di wilayah  
yang telah ditetapkan wajib menetapkan target perolehan suara
sebagaimana yang telah ditentukan dalam peta kerja dan  rencana 
strategis tim pemenangan.
b. Fokus menggarap pemilih yang menjadi target. Tim yang bertugas
pada wilayah-wilayah yang telah ditentukan hanya  berkonsentrasi
dan bertanggung jawab penuh pada wilayah tugasnya
masing-masing. 
c. Memahami karakter pemilih yang menjadi target , mengetahui apa
preferensi (kesukaan) atau ketidak sukaan pemilih dan 
mengindentifkasi issue-issue yang berkembang di masyarakat
untuk kemudian menjadi program yang akan dijalankan.
d. Mengawasi gerakan pesaing, (mengetahui apa yang dilakukan oleh
tim pesaing; mengindentifikasi indentitas 10 komponen tokoh
masyarakat yang melakukan pergerakan untuk pesaing),
mengelola secara kreatif hubungan dengan stakeholder  menjaga
hubungan baik dengan partai pendukung, tim relawan, 10
komponen tokoh masyarakat dan pemilih, serta tidak
mengeluarkan statemen yang kontra produktif kepada public
sehingga dapat menurunkan akseptabilatas kandidat. 
e. Menemukan peluang – peluang baru untuk merebut hati pemilih, 
mencari tahu hal-hal baru yang dapat mempengaruhi selera
pemilih untuk memilih kandidat. 
f. Menyusun program kerja dan rencana pencitraan kandidat,
masing-masing wilayah memberikan informasi spesifik kepada
struktur tim yang lebih tinggi untuk diolah dan dijadikan kebijakan (
program kerja).
Sementara itu dalam mengontrol pergerakan tim pemenangan
Danny Pomanto – Syamsu Rizal menurut Selle KS Dalle maka
dibentuklah Media Centre Pemenangan. Media Centre ini memiliki tugas
dan fungsi sebagai berikut;
“jadi Media Centre ini bersama-sama dengan tim pemenangan
menyusun grand strategi gerakan pemenangan ( target,
program kegiatan serta anggaran biaya kegiatan). Mengawasi
pelaksanaan program dan  memastikan bahwa program
tersebut berjalan dengan baik dan benar sampai pada sasaran.
Mendampingi kandidat dalam setiap kunjungan (kampanye)
dan memastikan kunjungan tersebut terlaksana dengan baik
sesuai dengan target yang diharapkan. Memberikan advice
secara tertulis kepada tim pemenangan dan kandidat. Serta
membuat laporan secara tertulis kepada kandidat.”
Dalam memperkuat fungsi dan tugas dari tim pemenang diperlukan
adanya fokus group discussion. Fokus Group Discussion (FGD) adalah
pertemuan kelompok yang membahas hal-hal tertentu (topik terfokus)
dengan jumlah peserta terbatas (max. 30 orang). 
“.. jadi skenarionya yaitu siapkan minimal 5 ( lima ) orang tim
kecamatan / kelurahan. Satu orang bertugas   mengumpulkan
masyarakat maksimal 30 orang untuk berdiskusi persoalan di
wilayah masing-masing kemudian salah seorang tim berbicara
mengenai pilwalkot, kemudian anggota tim lain menyapaikan
program kerja kandidat secara rinci, kemudian anggota tim
lainnya mencoba membandingkan dengan program kerja
kandidat lain, kemudian anggota tim lain menambahkan
keunggulan-keunggulan kandidat Danny – Ical dibandingkan
dengan kandidat competitor lainnya. Targetnya yaitu merubah
mindset masyarakat terhadap kandidat, kompetitor  sehingga
kelompok masyarakat tersebut memahami dan bersedia
menjadi bagian dari pergerakan pemenangan.”
Sesuai dengan pernyataan di atas, satu ciri khas teori jaringan
adalah pemusatan perhatiannya pada struktur mikro hingga makro.
Artinya, bagi teori jaringan, aktor mungkin saja individu, tetapi mungkin
pula kelompok, perusahaan  dan masyarakat. Hubungan dapat terjadi
ditingkat yang lebih mikroskopik. Granoveter melukiskan hubungan
ditingkat mikro itu seperti tindakan yang “melekat” dalam hubungan
pribadi konkret dan dalam struktur (jaringan) hubungan itu. Hubungan ini
berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu atau kolektifitas)
mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai
(kekayaan, kekuasaan, informasi). Akibatnya adalah bahwa sistem yang
terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen tertentu tergantung pada
komponen yang lain.
Dari tugas dan fungsi tim pemenangan yang disebutkan diatas
memperlihatkan tim pemenangan merupakan salah satu kekuatan politik
yang mendukung dalam proses pemenangan Danny Pomanto – Syamsu
Rizal. Proses kekuatan politik dapat berlangsung dengan baik, dapat
dipahami jika kita melihat dari persfektif teoritis sistem politik suatu negara
yakni dengan cara melakukan pendekatan yang disebut “teori structural
fungsional”. Teori ini bertitik tolak dari  asumsi dasar, bahwa dalam sistem
politik terdapat fungsi-fungsi yang haru ada demi kelangsungan kekuatan
politik itu sendiri. Fungi-fungsi yang dimaksudkan dalam system politik itu
adalah fungsi input dan fungsi output.  Studi ini memusatkan perhatian
pada fungsi input yang terdapat di dalam struktur politik (infrastrukur
politik) seperti misalnya partai politik, kelompok-kelompok kepentingan
dilihat sebagai kekuatan –kekuatan politik menjadi ukuran dalam sistem
politik.
b. Peran Partai Politik
Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut
serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana
partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota -
anggotanya mempunyai orientasi, nilai - nilai, dan cita - cita yang sama. 
Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan
pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan
negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan
pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.
Partai politik memiliki peran penting dalam proses pemenangan
pemilu. Partai politik berperan sebagai pengusung pasangan kandidat
pemilu seperti dalam pemilihan walikota Makassar ini. Dalam hal ini
penulis akan menggambarkan bagaimana peran partai politik dalam
mempengaruhi pemenangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal dalam
pemilihan Walikota Makassar tahun 2013. Seperti yang telah diketahui
bersama, bahwa Danny Pomanto – Syamsu Rizal diusung oleh partai
Demokrat dan Partai Bulan Bintang dalam pilwalkot Makassar ini. 
Untuk mewujudkan kekuatan itu, partai politik diisi dengan
kader-kader yang militan dan struktur organisasi yang  hirarkis ketat
dipandang sebagai sarana yang tangguh. Selain itu organisasi yang
bernaung dibawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak
masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan
kepentingan secara menyeluruh. Kita dapat melihat disini bahwasannya
partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak
menjalankan kehendak eksekutif. Jadi yang dimaksudkan partai sebagai
kekuatan politik lebih berfungsi untuk mengendalikan semua aspek
kehidupan secara monolitik dan juga berperan untuk memaksa individu
agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan
kepentingan partai. Untuk bisa menjalankan itu dibutuhkan sebuah
indoktirinisasi dan juga melalui propaganda dari atas ke bawah.
Sebelum pencalonan Danny Pomanto – Syamsu Rizal, partai
Demokrat sempat mengalami konflik internal mengenai kader yang akan
di usung oleh partai. Sebelumnya ada beberapa namanya yang sempat di
rekomendasikan oleh DPC partai Demokrat kota Makassar akan tetapi
sesuai dengan keputusan DPP  Partai Demokrat yang mengeluarkan
keputusan bahwa yang di usung oleh partai Demokrat adalah pasangan
Danny Pomanto dan Syamsu Rizal. Hal ini sempat menjadi konflik dalam
internal DPC partai Demokrat yang menolak keputusan tersebut. Seperti
yang diungkapkan oleh ketua DPC partai Demokrat kota Makassar yaitu:
“dalam internal Partai Demokrat sempat ada yang namanya
konflik internal akan tetapi hal itu cepat diredam agar tidak
menjalar ke kader lain. Sebab semua kader dan pengurus
bahkan relawan dan tim sukses telah diberikan instruksi bahwa
siapa pun yang diusung dan berhasil duduk kursi kekuasaan,
itu adalah kemenangan Partai Demokrat secara keseluruhan.
Oleh sebab itu dalam Partai Demokrat, kami senantiasa
membangun sebuah hubungan politik yang santun dan tidak
melanggar kode etik. Kerjasama di semua bidang dibangun
dengan sangat cermat dan efektif. keputusan partai saat itu
sudah disahkan dalam Surat Keputusan (SK) yang
ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Demokrat, Syarief Hasan. Jadi, DPD punya tanggungjawab
menyerahkan rekomendasi kepada Danny-Ical sebagai kontrak
perjuangan bersama Demokrat” 
Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi
untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak
yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan
kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa
permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk
mendapatkan penyelesaian  berupa keputusan politik. Untuk mencapai
penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi
diantara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik.
Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik,
partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang
memerintah dan yang diperintah. Menurut Signmund Neumann dalam
hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan
perantara besar yang menghubungkan kekuatan – kekuatan dan ideologi
sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya
dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.
Penulis menganalisis bahwa jaringan politik yang dibentuk oleh
partai Demokrat dalam Pilwalkot Makassar adalah jaringan yang telah
terbentuk dari pemilihan Gubernur tahun 2013 lalu. Penulis melihat bahwa
kontribusi partai dalam pemenangan pasangan Danny Pomanto-Syamsu
Rizal memiliki peran yang strategis. Ini dilihat dari suara pasangan
Ilham-Aziz saat pilgub lalu. DPC partai Demokrat kota Makassar tinggal
memperkuat basis massa yang telah ada dengan memaintenence atau
membekali tim sukses mereka.
“meskipun mereka (Danny-Ical) didukung penuh oleh Ilham,
tetapi calon walikota tidak bisa melepaskan diri dari partai,
sebab perolehan suara Danny – Ical  ini sangat ditentukan oleh
pencitraan dan kinerja partai yang yang mengusung mereka.
Oleh sebab itu diperlukan suatu koordinasi dan kerjasama
antara partai sebagai partai pengusung dan calon walikota
sebagai politisi yang akan menduduki kekuasaan tersebut. “
Meningkatnya perolehan suara Partai Demokrat di kota Makassar
yang sangat signifikan dan merata di hampir seluruh kecamatan,
didukung oleh kinerja pemimpin politik, manajer kampanye dan aktivis/tim
relawan sampai pada saksi-saksi yang beroperasi pada saat pemilu.
Setelah melakukan wawancara, penulis memperoleh beberapa fakta yang
menyangkut optimalisasi mesin politik Partai Demokrat dalam hal ini
adalah jaringan politik yang bekerja pada saat pemilu.
 “berbicara mengenai kekuatan partai demokrat, partai kami
telah memiliki basis massa yang jelas tersebar di setiap
kecamatan di kota Makassar. Ini sudah terlihat jelas saat
pemilihan gubernur lalu dimana partai demokrat makassar
masih memiliki massa yang loyal hingga saat ini, sehingga
untuk mengelola jaringan politik sudah tidak terlalu sulit bagi
kami. Akan tetapi koordinasi antara partai dan tim sukses serta
simpatisan selama masa kampanye terus kami mantapkan,
mulai dari pembekalan tim-tim sukses, iklan politik, hingga
persiapan pada masa pemilihan. Tidak ada yang kerja
sendiri-sendiri semuanya hasil kerja tim dan partai. Partai
Demokrat bersama PBB menerapkan strategi dengan
memaksimalkan struktur partai di 14 PAC dan 143 ranting,
serta jaringan partai di RT/RW. Instruksinya jelas yakni
sampaikan program DIA dan membuat gerbong warga untuk
pemenangan DIA.”
Tujuan keberadaan partai politik adalah sebagai kendaraan
mencapai kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan
menurut Robert M. MacIver adalah kemapuan seseorang atau
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sekelompok orang untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik
secara langsung dengan cara memberi perintah, maupun tidak langsung
dengan menggunakan segala alat atau cara yang tersedia. Dengan
demikian kekuasaan yang ada pada partai politik menurut penulis adalah
sumber kekuatan politik yang dimiliki partai politk agar dapat
mengendalikan roda pemerintahan secara langsung dengan mengunakan
alat dan cara yang tersedia. Dalam hal ini adalah dukungan dari pemilih
sebagai basis legitimasi atau jaminan menjalankan kekuasaan.
Dalam perannya kekuatan politik tentu partai Demokrat membentuk
tim pemenangan yang dibentuk sampai ke tingakat TPS. Tim
pemenangan ini memiliki tugas dan fungsi sebagai mesin pemenangan
pasangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal. Dalam mengefektifkan
pergerakan tim hal yang paling dibutuhkan adalah bentuk struktur
pengurus tim pemenangan. Dengan adanya struktur ini efektifitas tim
pemenangan partai tentu dapat berjalan dengan baik. Berikut ini penulis
menggambarkan pola struktur pemenangan Danny Pomanto – Syamsu
Rizal dalam pilwalkot Makassar.





Dari struktur pemenangan di atas terlihat jelas bagaimana pola
koordinasi tim partai. Sesuai dari struktur di atas maka tim partai memiliki
tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Membentuk tim pemenangan partai sampai pada tingkat TPS.
2. Melaksanakan Tugas (Program) yang telah disusun dan ditetapkan
oleh tim pemenangan  dengan baik dan benar 
3. Memastikan program yang dijalankan sesuai dengan juklak
,sampai pada level yang terkecil ( relawan TPS)
4. Menginventarisasi Issu-issu politik yang berkembang dimasyarakat







5. Membantu Koordinator Wilayah  dalam menyeleksi tim
pemenangan Wilayah ( Duplikasi sampai pada level terbawah )
6. Memberi Bimbingan Kepada Tim Wilayah mengenai setiap
program yang akan dilaksanakan 
7. Melakukan Spot Check agar quality Control jaringan berjalan
dengan baik dan benar 
Kuat atau lemahnya kekuasaan partai politik tersebut sebagai
kekuatan politik sangat bergantung pada jumlah dukungan yang diberikan
oleh rakyat kepada partai politik. Suara-suara para pemilih menjadi faktor
pendorong terselenggaraanya kebijakan-kebijakan bagi yang berkuasa.
Namun sumber kekuatan partai politik tidak hanya terletak pada jumlah
suara pemilih tetapi masih banyak lagi alat kekuasan sebagai posis tawa
yang dimiliki partai politik untuk mempengaruhi orang lain dan
mendapatkan kekuasaan agar kekuatan politiknya (bragaining) lebih kuat
dan stabil.
Secara institusional Partai Demokrat kota Makassar telah
menjalankan fungsinya sebagai wadah rekruitmen bagi kader-kader yang
kompeten untuk berkompetisi dalam pemilu demi terjadinya regulasi
kekuasaan yang telah diamanatkan oleh rakyat yang dalam hal ini
berperan sebagai konstituen. Di samping itu, Partai Demokrat mampu
menganalisa perubahan dan kebutuhan pasar politik saat ini, sehingga
strategi yang mereka terapkan mampu memberikan pencapaian
perolehan jumlah suara yang sangat signifikan bagi pemenangan
pasangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal dalam pilwalkot Makassar.
Adanya perubahan sistem pemilu dirasakan Partai Demokrat sebagai
sebuah tanggungajawab institusi yang harus mereka jalankan, dan hal
tersebut justru memberikan keuntungan bagi Partai Demokrat itu sendiri.
 “jadi dari DPP ada istilah BIMGALRA (pembinaan,
penggalangan dan pengarahan) di mana saksi-saksi kita di tiap
TPS diberikan pembekalan terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita
menurunkan saksi, terlebih dahulu kita meminta saksi tersebut
untuk menyediakan 20 suara dan kita memegang file nomor
telepon dari suara tersebut. Nah, dari sinilah kita bisa
mengetahui bahwa  saksi yang mendapat suara di bawah 20
menandakan bahwa saksi tersebut tidak bekerja, dan percuma
saja dibayar jika dia tidak bisa mengusahakan di atas 20 suara.
Oleh sebab itu ada namanya mekanisme   reward dan
punishment. Dan alhamdulillah, cara ini terbukti ampuh dengan
perolehan jumlah suara Danny-Ical yang merata hampir di
semua TPS.”
Berdasarkan hasil pernyataan tersebut penulis beranggapan
bahwa, kinerja saksi-saksi dari Partai Demokrat yang telah diberikan
pembekalan ini merupakan sebuah strategi yang cukup jitu dalam
pemenangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal dalam pilwalkot Makassar
tahun 2013. Sebab, saksi ini tidak hanya diposisikan sebagai penghitung
suara saja tetapi juga diupayakan untuk sebisa mungkin memperoleh
suara di TPS dimana dia menjadi saksi. Kemudian, partai Demokrat
menerapkan mekanisme reward dan punishment yang menjadi
pendorong bagi saksi-saksi baik kader maupun relawan untuk bekerja
secara optimal. Dan hasinya memang terbukti bahwa sesuai dengan data
yang penulis peroleh, hampir di setiap dapil perolehan suara Partai
Demokrat merata dan mengalami peningkatan.
Suara yang telah diperoleh saksi-saksi tersebut juga harus
senantiasa dikawal dan dijaga keberadaannya. Kadangkala pada saat
penyelenggaraan penghitungan suara terjadi kesalahan-kesalahan teknis
yang dapat menyebabkan berkurang atau hilangnya suara. Kejadian ini
yang ingin dihindari Partai Demokrat dengan meningkatkan pengawasan
dari saksi-saksi mereka.
Dari pembahasan di atas mengenai peran partai sudah sangat
jelas yaitu sebagai kendaraan politik bagi kandidat yang diusung. Tanpa
adanya partai politik tentu proses pemenangan akan menemukan
kesulitan dalam membentuk kekuatan politik. Partai politik bersama tim




Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab
ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang relevan dengan
masalah penelitian. Pertama, kesimpulan yang berisi uraian singkat dari
hasil penelitian mengenai Kekuatan politik Danny Pomanto dan Syamsu
Rizal dalam Pemilihan Walikota Makassar tahun 2011. Kedua,
saran-saran yang berisi masukan yang sifatnya membangun.
C. Kesimpulan
1. Kekuatan politik merupakan aktor politik maupun
lembaga-lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan
politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses
pengambilan keputusan politik. Dari hasil penelitian ini penulis
menemukan bahwa kekuatan politik yang mendukung
pemenangan Danny Pomanto – Syamsu Rizal dalam pemilihan
Walikota Makassar tahun 2013 adalah Aktor Politik, Partai
Politik, , Birokrasi dan Media Massa.
2. Aktor politik merupakan pelaku yang mempunyai kekuasan
dalam sistem politik. Aktor berkaitan dengan seberapa
kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan
kebijakan pemerintah. Disini peran aktor adalah bagaimana
mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar kebijakan
tersebut berpihak pada kepentingan aktor dan bukan
kepentingan publik. Dalam penelitian ini aktor politik yang
memiliki pengaruh dalam pemenangan Danny
Pomanto-Syamsu Rizal adalah pengaruh dari Ilham Arief
Sirajuddin sebagai ketua DPD partai Demokrat Sulawesi
Selatan dan sebagai Walikota Makassar yang masih
menjabat.
3. Partai politik memiliki peran dalam membentuk kekuatan
politik. Dimana dalam pilwalkot kota Makassar partai
Demokrat dan Partai Bulan Bintang yang menjadi partai
pengusung Danny Pomanto-Syamsu Rizal.
D. Saran
Terkait masalah penelitian tentang Kekuataan Politik Danny
Pomanto dan Syamsu Rizal dalam Pemenangan Pemeilihan Walikota
Makassar tahun 2013, maka Penulis memberikan beberapa saran:
1. Kita perlu memberikan pemahaman dan kejelasan kepada
semua pihak  tentang bagaimana membangun kekuatan politik
dimasyarakat dengan pendekatan langsung yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat tersebut.
2. Bagaimana seorang figur atau tokoh yang mempunyai tanggung
jawab dan jabatan di sebuah lembaga negara hendaknya
bersikap profesional dalam menjalankan tugas, diharapkan
mampu memisahkan kepentingan yang satu dengan yang lain,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan konflik kepentingan.
Hal utama yang harus diperhatikan adalah kepentingan publik
bukan kepentingan golongan tertentu, tanpa ada tendensi politik
yang mengikat.
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